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PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2010 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN 
 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik dan dalam rangka menyesuaikan 
perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat 
di bidang pertanahan perlu penyempurnaan Keputusan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di 
Lingkungan Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur 
Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis 
Pelayanan Tertentu; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan dan 
Pengaturan Pertanahan; 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2043); 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan 
Pertanahan Nasional; 

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor 
Pertanahan. 



 

 -2- (2) Jenis ... 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG 
STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN. 

 
 

BAB I 
UMUM  

Pasal 1 

(1) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan merupakan 
pedoman dalam pelaksanaan layanan pertanahan di lingkungan 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 

(2) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran dan 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
ini. 

Pasal 2 

Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dilaksanakan oleh 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah 
Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan. 

 

Pasal 3 

Tujuan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, 
keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.  

 

Pasal 4 

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi: 
a. kelompok dan jenis pelayanan; 
b. persyaratan; 
c. biaya; 
d. waktu; 
e. prosedur ; dan 
f. pelaporan. 

 

BAB II 
KELOMPOK DAN JENIS PELAYANAN 

Pasal 5 

(1) Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 
huruf a terdiri dari pelayanan: 

a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali; 
b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah; 
c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan; 
d. Pengukuran Bidang Tanah; 
e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan 
f.   Pengelolaan Pengaduan. 
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(2) Jenis pelayanan yang merupakan rincian dari kelompok 
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran I peraturan ini. 

(3) Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, dan Waktu masing-masing 
jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran II, sedangkan Bagan Alir tercantum dalam 
Lampiran III peraturan ini. 

 

BAB III 
PERSYARATAN 

Pasal 6 

(1) Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon 
agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut. 

(2) Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen 
pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini. 

(3) Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka 
Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
menolak berkas permohonan. 

(4) Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional atau petugas yang ditunjuk. 

 

BAB IV 
BIAYA 

Pasal 7 

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah biaya 
pelayanan yang diwajibkan kepada pemohon sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis 
penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 

  

BAB V 
WAKTU 

Pasal 8 

(1) Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah 
jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan terhitung 
sejak penerimaan berkas lengkap dan telah lunas pembayaran 
biaya yang ditetapkan.  

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
jangka waktu paling lama untuk penyelesaian masing-masing 
jenis pelayanan pertanahan yang dihitung berdasar hari kerja. 

(3) Untuk pelaksanaan pelayanan lebih dari satu jenis pelayanan, 
jangka waktu adalah penjumlahan secara kumulatif waktu yang 
diperlukan untuk masing-masing jenis pelayanan. 



 

 -4- Pasal 12 ... 

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran peraturan ini. 

(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 
berlaku bagi permohonan pelayanan pertanahan yang di dalam 
prosesnya diketahui terdapat sengketa, konflik, perkara, atau 
masalah hukum lainnya dan berkasnya dapat dikembalikan 
kepada pemohon. 

(6) Proses penyelesaian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

BAB VI 
PROSEDUR 

Pasal 9 

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah 
tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan 
sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III 
peraturan ini. 

 

BAB VII 
PELAPORAN 

Pasal 10 

(1) Kepala Kantor Pertanahan setiap bulan melaporkan hasil 
pelaksanaan pelayanan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional. 

(2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setiap bulan 
melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan yang menjadi tugasnya 
dan pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia.  

 

BAB VIII 
LAIN-LAIN 

Pasal 11 

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan Kepala Kantor 
Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional masing-masing menunjuk koordinator dan petugas 
loket pelayanan yang mempunyai kecakapan dan kemampuan 
sesuai dengan kebutuhan pelayanan.  

(2) Koordinator dan/atau petugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Kepala Kantor 
Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional paling lama 2 (dua) tahun. 
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Pasal 12 

Pelayanan yang belum diatur dalam peraturan ini dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 13 

Pada saat berlakunya peraturan ini, permohonan pelayanan 
pertanahan yang telah diterima lengkap, dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkannya peraturan 
ini. 

 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka: 
1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 

2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan  
Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional; dan 

2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan 
Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan 
Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  

 

Pasal 15 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
tenggang waktu penyesuaian paling lama 9 (sembilan) bulan. 

  

 Ditetapkan di Jakarta, 

 pada tanggal 25 Januari 2010 

  KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
            REPUBLIK INDONESIA 

 

 

              JOYO WINOTO, Ph.D. 
 



Nasional Republik
Organisasi dan Tala
Nasional dan Kantor

6. Peraturan Kepala Badan Pcrlanahan
Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 lentang
Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Pcrtanahan.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria [Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor
5038);

3. Peraturan Pemerintah Nornor 13 Tahun 2010 tentang .Jcnis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Badan Pertanahan Nasiorial Republik Indonesia;

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 200(') ten tang Baci.111
Pertanahan Nasional;

5. Peraturan Kcpala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 len tang Organisasi dan Tara
Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Mengingat

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 T'ahun
2009 tentang Pelayanan Publik dan dalarn rangka menyesuaikan
I'cll,CIIIIJiIIIj;illl ,lilll 111111111;111 lcclHlllilldl1 111'111)'11111111 11111".\"11"1,,,1

di IJiliullg I'Cr(,lIl<lllwl PUIII jJCIIYC1IIIHU'II;1i111 El!jJlIllI:;'JII 1~f:JJ;,h
Badan Pertariahan Nasiorial Nornor 1 Tahun 2005 tentang
Stan dar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di
Lingkungan Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2008 tentang Penyederhanaan dan Pcrccpatan Standar Prosedur
Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pcrtanahan Untuk .Jcnis
Pclayanan Tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu ditetapkan Pcraturan Kepala Badan Pertariahan
Nasional Rcpublik Indonesia tentang Standar Pelayarian dan
Pengaturan Pertanahan;

KEPALABADAN PERTANAHANNASIONALREPUBLlK INDONESIA,

PERATURANKEPALABADANPERTANAHANNASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG
STANDARPELAYANANDAN PENGATURAN PERTANAHAN

KF.PALA HAnAN PRRTANAHAN NASIONAL
nE '"11 II L I K •N .)( •Nil: S L\
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Pasal5

(1)Kelompok pelayanan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 4
huruf a terdiri dari pelayanan:

a. Pcndaftaran Tanah Pertarna Kali;
b. Pcmcliharaan Data Pcndaftaran Tanah;
c. Pencatatan dan Informasi Pcrtanahan;
d. Pengukuran Bidang Tanah;
e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
f. Pengelolaan Pengaduan.

BAB II
KELOMPOKDAN JENIS PELAYANAN

Pasal4

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi:
a. kelompok dan jenis pelayanan;
b. persyaratan;
c. biaya;
d. waktu;
e. prosedur; dan
f. pelaporan.

Pasa13

Tujuan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukurn,
keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.

Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dilaksanakan olch
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan.

Pasal 1

(1) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan merupakan
pedoman dalam pelaksanaan layanan pertanahan di Iingkungan
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

(2) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) dituangkan dalam Lampiran dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.

BAB I
UMUM

Menetapkan: PERl\TURl\N KEPALA BADAN Pl~RTANAHAN NASIONAL TENTANCJ
STAN))Al~ 1'l';LAYANAN DAN 1'1':NCATUl<AN PERJ'ANAHAN.

MEMUTUSKAN:
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Pasal8

(1) Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah
jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan terhitung
sejak pcncrimaan berkas lcngkap dan telah lunas pernbayaran
biaya yang ditetapkan.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
jangka waktu paling lama untuk penyelesaian masing-masing
jenis pelayanan pertanahan yang dihitung berdasar hari kerja.

(3) Untuk pelaksanaan pelayanan lebih dari satu jenis pelayanan,
jangka waktu adalah penjumlahan secara kumulatif waktu yang
diperlukan untuk masing-masing jenis pelayanan.

BABV
WAKTU

Pasal 7

Biaya sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 huruf c adalah biava
pelayanan yang diwajibkan kepada pemohon sesuai dengan
peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis
penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BABIV
BIAYA

(3) Apabila persyaratan dimaksud pad a ayat (2) tidak lengkap maka
Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
menolak berkas permohonan.

(4) Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala
Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional atau petugas yang diLunjuk.

Pasal6

(1) Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -'I
huruf b adalah persyaratan yang harus dipcnuhi oleh pemohon
agar pcrmohonannya dapat diproscs lcbih lanjut,

(2) Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumcn
pcrt anahuu chin dok urncn V:lI"lg bcrknit an (kllgnn pcrt nnu luu ,
sclJ<lgnirniIIiii (en:nnl.urn dul.uu Liunpiran II pcruturan iui.

BAB III
PERSYARATAN

(2) Jenis pclayanan yang rncrupakan rincian dad kelompok
pelayanan scbagairnana diruaksud pacta ayat (1) tcrcanu un
dalarn l.ampiran [ peraturan ini.

(:1)l)asOir l luk um, 1'(~rsyOlr:l(:lIl, Ili:IY:I, dan Wak lu musing-musiug
jpllil4 ""lnY'"II'" ,,,'III't!.HIIII,IIP' 11i1l1l11<"I,,1 (111.111 ,'\'111 ('/111'1'1'1111111111
rlFlIFlm I~f!rnrinm", i:ic~(I<lflfd([jn ~iqg.Hn Alir kn~(jn(·llm dala n:
Lampiran III peraturan ini.
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(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan Kepala Kantor
Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional masing-masing menunjuk koordinator dan petugas
loket pelayanan yang mernpunyai kecakapan dan kernampuau
sesuai dengan kebutuhan pclayanan.

(2) Koordiriator danj atau petugas sebagaimana dimaksud pad a
ayat (1) ditetapkan secaru pcriodik olch Kepala Kantor
Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah Sudan Pertanahan
Nasional paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 11

BAB VIII
LAIN-LAIN

Pasal 10

(1) Kepala Kantor Pertanahan setiap bulan melaporkan hasil
pelaksanaan pelayanan kcpada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional.

(2) Kcpala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setiap bulan
melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan yang menjadi tugasnya
dan pelaksanaan pelayanan scbagaimana dimaksud pada ayai
(1) kepada Kcpala Badan Pertanahan Nasional Rcpublik
Indonesia.

BAB VII
PELAPORAN

Pasa19

Proscdur sebaguimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adala h
1,,11:IP:1I1 1'''..... ".:: r",I:IViln:111 1111I1i1, nUI::il!p. ITI'I"illf'~ .i1·lIi:: l«'f,.i:II;1I1
sc:llill"ililTliIllii )1"1'.'11'1 .. IiI' Yill,!'. ICf(';If)lllrn (liIbm Lampirun IIJ
peraturan ini.

BAB VI
PROSEDUR

(4) .Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercanturn
dalarn Lampiran peraturan ini.

(S) .J1I111-\1<1I wnkt.u scbllgnimnll'l dimak sud puda ayat (4) tidak
111'1'1111\1111"!'.i 1lC'l'Illoilollilll P..!;IYilll<llI 11I:1'1;l1I;II'ill1 vang eli dul.un
l'IIHHH)llyn 11i1~\)tt.-,I'111 I(-;Hlujlfl' {)I~11BI~ptu> 1,111\1111" ~lljt 1,,-11c..\, ,-,tnl'

H1asalall liukum JainnYH dilll IJukmmji.l IIi/Pill LlikunlJt!likilll
kepada pemohon.

(6) Proses penyelesaian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-5-

~
-lOYO WINOTO, Ph.D.

KEPALA F3J\DANPERTANAI-lAN NASIONAL
1~I:;:;PUSLlKINDONESIA

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 25 Januari 2010

Pas," 15

Peraturan ini mulai bcrlaku scjak langgal dit ctapkan dengan
tcnggang waktu pcnyesuaian paling lama 9 (scrnbi Ian) bulan.

Pada saat pcraturan ini mulai bcrlaku, maka:
1. Kcput.usan Kopala Badan Perla nahan Nasional Nomor 1 Tahun

2005 tcntang Standar Proscdur Operasi Pcngaturan dan
Pclayanan di Lingkungan Badan Pcrtanahan Nasional; dan

2. Peraturan Kopala Badan Pcrtanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 ten lang Penyederhanaan dan
Pcrcepatan Standar Proscdur Opcrasi Pcngaluran dan Pclaya nan
Pcrtanahan Untuk .Jcnis Pclayanan TcrLcntu;

dicabut dan dinyalakan tidak bcrlaku lagi.

BM3 X

KI<:Tf<:NTIJ/\N l)f'~NlJTlJP

Pada saat berlakunya peraturan ini, permohonan pelayanan
pertanahan yang telah diterima lengkap, dilaksanakan sesuai
dcngan ketentuan yang berlaku scbclurn ditetapkannya peraturan
ini.

Pasal 13

BJ\L3 IX
KETENTUJ\N Pl<:RALlI-IAN

Pusul 12

Pclayanan yang bclum diatur dalarn pcraturun ini dilaksanakau
scsuai dcngan kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan yang
lx.rluk u.
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No. Kelompok Kode Jenis Pelayanan
Pelayanan Bagan Alir .-..-

I Pelayanan BPNRI.I.l Konversi, Pengakuan dan Penegasan !
Pendaftaran Tanah Hak
Pertama Kali

BPNRI.I.2 Pembcrian Hak
1

a. Ilak Milik
1

1) I-Iak Milik Perorangan i
") l lnk Mi Iil; Il,,,11I11 11111(11111 I

u. l lak Guua Banguuun
i

1) Hak Guna Bangunan Perorangan i

2) Hak Guna Bangunan Badan I
Hukum I

1

c. Hak Pakai
1) Hak Pakai Perorangan WNI
2) Hak Pakai Perorangan WNA
3) Hak Pakai Badan Hukum

Indonesia
4) Hak Pakai Badan Hukurn Asing i
5) Hak Palmi In starisi Pemerintah
6) Hak Pakai Pemcrintah Asing

d. Hak Pengelolaan Instansi
Pcmerintah/ Pemerintah
Daerah/BUMN/BUMD

BPNRI.I.3.a Wakaf dari Tanah Belum Bersertipikat
1

I(Konversi, Pengakuan dan Penegasan
Hak) ,

I,

BPNRI.I,3,b Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian
Hak Tanah Waka!) I

,

BPNRI.I.4 P3MB/Prk.5

BPNRLL5 Pcndaftaran Hak Milik Atas Satuan
Rurnah Susun

BPNRI.l.6 Pembcrian Hak Guna Usaha
a, Hak Guna Usaha Pcrorangan i

b. Hak Guna Usaha Badan Hukum I
I

DAF'I'AR KELOMPOK DAN JENIS l'ELAYANAN .'.I!:}{TANAHAN

LAMPlRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 Tahun 2010
TANGGAL : 25 Januari 2010
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._--_ ... _--------._ ..._-----

Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna
Usaha
Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai

Pcrpanjangan Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun

Pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak
Pakai dan Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai di atas Hak
Pengelolaan

a. Hak Guria Bangunan
1) Hak Guna Bangunan Perorangan
2) Hak Guna Bangunan Badan

Hukum
b. Hak Pakai

1) Hak Pakai Perorangan WNI
2) Hak Pakai Perorangan WNA
3) Hak Pakai Badan Hukum I !

Indonesia
4) Hak Pakai Badan Hukum Asing
5) Hak Palmi Pemcrintah Asing

c. Pcmberian Hak Guna
Bangunarr/Hak Palmi di atas Hak
Pcngclolaan

Pcrnbaruan Hak Gunu Usaha

a. Hak Guna Usaha Perorangan

b. Hak Guna Usaha Badan Hukum

Wakaf dari Tariah Yang Sudah
Bersertipikat

Perubahan Hak Atas Tanah

b. Pewarisarr/Wasiat

c. Tukar-Mcriukar

d. Hibah

e. Pcmbagian Hak Bersarna

f. Lclang

g. Pemasukan kedalarn
Pcrusahaan / Inbreng

h. Merger

C;lIlli Narnn Scrt.ipikill Hal< Alas Tnnuh \ .:::
dWI IIHk Milik Aim; leumah SU~LlII

'- _ __L__.__ ._. . _BPNRI.II.8

BPNRI.I1.7

I3PNRI.ll.6

BPNRI.II.5

BPNRI.II.4

BPNRI.II.3.b
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Kcperluan Pengembalian Batas

b. Pcngukuran dalarn rangka Kcgiatun
Invcntarisasi/ Pcngadaan Tanah

c. Pcngukuran atas Pcrmintaan
lnstansi dan r atau Masyarakat
untuk Mengetahui Luas Tanah

d. Pcngukuran dalarn rangka
Pcmbuatan Peta Situasi Lengkap
(Topografi)

------'---

-8-

--_._---------------

BPNRI.III.1 Pencatatan

a. Blokir

b. Sita

c. Pcngangkatan Sit.a

BPNRI.III.2 Inforrnasi Pertanahan

a. Pengecekan Sertipikat

b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

c. informasi Titik Dasar Teknik

b. Hilang

c. Rusak

BPNRI.II.ll Hak Tanggungan

a. Pcndaftaran Hak Tanggungan

b. Pcnghapusan Hak Tanggungan (Roya)

c. Pcralihan Hak Tanggungan (Cessie)

d. Subrogasi (Perubahan Kreditur)
------1------------------

BPNRI.IL10 Scrtipikat Pengganti Hak Atas Tanah,
Hak Milik Atas Rurnah Susun, dan Hak
Tanggungan, karena:

Pcmccahan/ Penggabungan/Pemisahan
Il;d,

f:j, IJ"/mTi-llliWII)qlli:-;~l)mnnj(l~ng:
Tanah Perorangan

b. Pemecaharr/Pernisahan Bidang
Tanah Badan Hukum

c. Penggabungan Bidang Tariah
Perorangan

d. Penggabungan Bidang Tariah Badan
lIukum

Jenis Pelayanan

BPNRl.lL9

Kode
Bagan Alir

----- ,------------- ---_.- _ .._---_._-_.

No. Kelompok
Pelayanan ._-_ ..

m Pelayanan

Pencatatan

dan Inforrnasi

Pertanahan

--
IV Pelayanan

Pengukuran Bidang
Tanah

"

 
 
 
 
 
 
 
 
 



',-
I
I

r
I
i

- 9 -

JUYU WINU'j'(!, jljd)_

KEPALABADAN PERTANAHANNASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

b. Pertimbangan Teknis
Pcnatagunaan Tanah

BPNRLVI.l Pengelolaan Pengaduan

Konsolidasi Tanah Swadaya

l't ,rl i1IIIliini~iln Tck ni s
u . 1'''J'liIJlI)"lIIgall 'I't:I\lli::; 1'(:rlaJ)uJI<1I1

Jenis Pelayanan

IlI'NI~I.V,:~

BPNRI.V.l

Kode
Bagan AUr

VI Pengelolaan
Pengaduan

Pertanahan

I't'llI',OIllll',l1I dilll

1'(:rl,Jlaurt

No. Kelompok
Pelayanan

.__._---_"'..•..------..
V Pelayanan

 

 
 
 
 
 
 
 
 



o

,..; r-4('l C':i ","lI'JlD r-:'---_L_ ~ .._

._t Lfi
r-- -~-----~---------~

--~-~------.- -.------------- . --

 
 
 

 
 
 
 
 
 



•..!._- ~ --~- -----._,--_._-_._-, ..

·.- -_._----_. __ ,.. ----

 

 
 
 
 
 
 
 
 



('I

i
'--------'----------- ----------- -------------- ------------',

s
~
;:1::r:
§ ::;s
--0 ::J
(!j ~III ::J
~ ::r:
~ r:.::

<C

~
so
<C

:r: Cl
N

1---1----------------------------------1

@
s::o
~
11

r--.----------------------------- -------,

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-<0i c0 ¢lri0r--: eo oit___.L ~ ._~~_.. .
ci
.-I

•

·..----_ ..__ ._---

 
 
 
 
 
 
 
 
 



r0 ~ ui
.-< .-< .-<
--._-_--

~ '" ..c:;:l
~.~ ~ ~i5,s ~ ]'~;:l{l

::J ~ .~- S "§i5"O~8 o..C"O
~

~;:l..c: . @ ::l..c: N

;:l..c:~o ;:l'~;E (/) ~ .~.~ S~ @,.o
~

o._.~ 0 ~ Q.) N ,.-( ,.o..c:~o<u§"'O <u..c: ~ S
E-§8.9P 0.. iii oi ~~ @o ~.:!:!.. C1$ CIJ· ..... ~;:l (/)0 c ~"§(/)6

CXJQj<U@ t-- .,_, <U0 ill r-, '5' ~ If)M"O.2."O If) 8.2. ",i TJ Q) ~...J ......-.i .....-t. . .

'-'--'- .__ ._--_._ .

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.(;

•

'---_l _

------------- ---------------

 

 
 
 
 
 
 
 
 



.."-----------

~-I-------------------------------------------------L
","

.!4 '" ,r::
~,9 '3"~ "ca ~ .a .!4 "~
::l~ ::l ::l

;:J ..r:: ' ..... ,........ N .g ~-o ~g p..~-o
f-o .a @ ~ S _::l,r:: " § ::l,r:: '"::l"~"~ r/J0 -'~'~ S:0<: ::l..c:-oO 0.. .0 II) .~ .0-< p.._.;) 0 (j) '" ...... .o..c:~O~ ~§§O

oJ..c: ...... S
~-~gS-@ @";J 0.. C'l .~ ,r:: 0 b1J ~.gr/Jci_ oJ r/J.~ c::l o: 0 Qco--voJ@ t"-- . ...., oJ 0 v r-, '5' ~ II)

(Y) -0 .a 'U In 8 .2 ('j 'U 0'If-1'_"',.....-(. . .

 

 
 
 
 
 
 
 
 



_ .._._._---_ •.__ ._-_--_._-----11) \0 ['...OCJ a\

Nt') '<t \1) \0['...
------.------.------

•-_._-_._-_._ ...._ ....._----

r-----.----.- ....-.-.---..------- ...-....

 
 
 
 
 
 
 
 
 



f--Il------------------- ------------_._-------

•

 
 

 
 
 
 
 
 
 



----------------

•

 
 

 
 
 
 
 
 
 



o
0l

1--------------------------.--. --------.

-@
;::s
rJ)
Q)
(fJ

I-- ---------.-------------------1

-- --. _.._-_._-- .._-- ....

 
 
 
 
 

 
 
 
 



01

ci
f--+------------····

eo

,--' -._._._..__ ._. __ ..__._--...._.__._------_._ •.........._-_--_ .._--_ .....-----,

 
 
 
 
 
 

 
 
 



,.. "

('1
01
I r

I
!

'----'-------_ ..._._------------------

I'--_.- --_ .._---- --_._-----_ .._-_ ..._---.__._

;~j
:r:
@
rJl
C<Jeo
II)~
II)c,
§
"d

§
~eo~
II)c,

'03
h
II)
:>~
0
~._,

C<J.:.:'s..€
II)
[/)
h
II)
(l1

e
;:1
OJ
(l1
eo
§
;><
"@
@
t-<

.... .~
C'G "d~

'OJC'G
~ ~
M ~

cci

 
 

 
 
 
 
 
 
 



--- ..--...----------_._---_ .._--------_ ....

:a­
;:l'g
,J::

~ .~
P,,J::
cd
S,-Cl
I·I"

 
 

 
 
 
 
 
 
 



./

L_~ ~

f-----I-----·------------------ ---------._- ---------

r-- ,------- ---.---_.-.--.._..---

 
 
 

 
 
 
 
 
 



lr;
(')

'---..1. ._.. . _

(/)
(/) @ ({jco{l ·2 +-' @3b.O] § oj

~
§ co§ ..._;.~ 4-04 ({j .0 @ P. {l til ~ .:n
::J I-; q b.O.~ .9 co :>, ~ @ @ q :0 V.@ +-' ;:J .t;: @

o:l ;:J s:: .., Q) ~ +-J en ~ @ ~ ~ +-' .g ::J §V ({j S .., iii .~(/) .., I-; 5 ~.f? 13 ro t ~ fr"UV V 11) 11) s:: q
rJ) ,!( 0.. 0.. !l -0 .~ P.t:: o...oo:lo..zn:::.B

----- ._- --

 
 
 
 
 

 
 
 
 



1--1------ ------------------------------------------

] -g
;:l ~
0..-
gb @
E.g.
ooQJ
rrJ'd

1--1------------------------------------1

 
 
 
 

 
 
 
 
 



.....

11)......01.-...... 0 r--t
'-<0Irt)<t 11)\0['-000"1 ..........

'--__,--------------------- ---------_._--.

I
I
I

I
i-----,

.-< 0Irt) <i If) .0 r:--: 000\.__ .

.S; ~ ~ ~ !

z;
is
C2
<:><
[/)
~
Ii!c,

a
~
;j
::r:
§
"CI~co
~ ::E~ ::>
Ul ~;:J ::>~ :r:~ ~;:l
0 <[/)
~ <
:r:: o
.a

 
 
 
 
 
 
 
 
 



x:
01

J
1
I'
1

I

.._-'--_._--------_ .._---_. -- ..-----------

1--+------------ .....-------------.-.-..

;:l

~ '[;1<t::
~ ..c:

~
S
;'·1
If)

r/) r/)
.~ cd

<t:: ~ ~ ..,
>-- § § +-' .~~
< ~ bJJ''';

in 03 ;::l 5 'r:: § @;::l h .., Q) ..... (/)U)Q)cds .... § 'aQ) tl ·t Q) .::
(/)...'>:o..o..~"d v

tI:« s::~ ::l
~ (I)

::l

~

CIl
..r::~a
::l~« s::A ~~ ::s

r.l ...
11. ~

CIl

~
s::~
'C

A ..r::~ oj

~
s:=
oj
f-< V

~
(I) illoj il...... «..:l ;::l

r.l .l< 'J
:!! ~ "@r.l tI:
11. s= ::r:
~

~ ~..r:::= ..t1
~ ~ ~..
~

41 ....11. Q)
0..

r.l ,..; <Ii
11.

.......

 
 
 

 
 
 
 
 
 



- N (V) ~ [I) -o.ci '----'- _

f--f--------- -----------------------

 
 
 

 
 
 
 
 
 



-.---- ..--------------

z,
f5
r2<>-(/)
!k:
W
0...

@
..!>:
::lcv
~
@

~..!>:
::l ;:::.I-< ::.::
I ;:::.
'3 ::r:
::r: ~
@ -<(/)
~

<
Q

...v
0...
U

II)

 
 
 

 
 
 
 
 
 



,...; C'icv:i ~11l~->-----_..__ .._..._...._- ..---------_ ......_------

;:::l
E-::.:: 'fii<C
i3: ..c:

~
J
1(,

rn rn @ ro.~ ro § .!4 eo ~ §<C @ ~ ~ '(ij
Cil .!4 .~>< ~ +-" ..... ~ ro _g§Po. ~

::5 ;::J ... I=: ec :fii s .~ rn
ro;>,~@@ I=: - Q)co 'a t:: B '5 @ +-' 'r; o .0 I=:

;::J rn Q) a-@_'U+-, ._ ;::J 0
rn Q) ro S +-' § '8 (/) Po. 'U..,

~ Q) 1=: . Cb.O·...,.. ... ro ...II) Q) K~ [1Sco~ ro Q) c
(fJ .!4 Pdl.. ~ 'U Q) ZP:::_'''-'

r--.w----------- ••• _- ._-- --------------

:

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ai '---1--- .. ._......_. .... --'

f----ji---------- ---------- ..----------- ...-..----____i

;::J
f-<~ -~o:x::
~ ..c:

(if
E
:.-:1
If)

r-- .-.---------.---.-----..---..----------. -_.-

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-- .-------.-------.~--.--------- ...- ..---------

M ~~------------------------------------------
@

3 ~
I ~

-@ ~
:r: ~

]~
~ ~....0
~

1(,

 
 
 
 
 
 
 
 
 



'--<C'l (V')'¢l{)\oJ.'-- CO 0\oil __ L__ _

, ._-- - -----,,----.------------ -,,-------1-···· _ _._ _-,-- _,_~ - --'

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I
I..

------------------------- - --- ----------

~--I-----------

~
E-<

'~~< ..c:;s: ~
;~
If)

~
@ ~

, en
z {J ~l.-:1
~ ~ ~ @ ~ \' cll
(,~ C @ I j r: ~ ~~(\j ~\j,. ,I: II'l1 rll I.I! II "... ,

R
,lJ ., !J.I I ~ ,.~ IJ ,r·

~ ';;J nj 0 O;J ( (/'J
.1 ~J U I:l 9 HI a (~'ill

~
II)
0. 19~~~~~~(JJ

~ E 1{~~~ 0.0 E -@ E ]S ;:J ~ ;:J II) @ II) "C) V ,~S~....:l o.:>,P"';:Jp.."C)
.... V
&S""';0i c<i <i

....
II)
0.0....
II)

::E ::E
I ~-@ ~::r: ::r:
§ ~
.r:: -<[f)
~ -<.... QII)
o,

,.d

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-------- -_._---

'<t tril!) ['-._------_. __ ._ ..._-------_ ..._---------

1-

Z
<1'!o
", .1

~

 
 
 
 
 
 
 
 
 



--------

Iii\!)

::I
j;j
~
~ f----f--------------------------- -------------------

~c
~ ::;E

R ~:" ~
!:: ::r:~'R' Ct::
tU ~eo <C
II) 0
11.

,----------- ---

 
 
 
 
 
 
 
 
 



:0
CI') I
, i

iI. /

----.-------~- .. --_ .._------------------- --------

------------------

 
 

 
 
 
 
 
 
 



• •-f---------.-.---------

r
I·
r
I

 
 

 
 
 
 
 
 
 



'to,

o
<T

'--__j'-------~----- .....-

.0 ~ ~ ~ -i m 0 ~['-como-( ,.......j ,.....,

N(v) -i
I--f--~-------~-~-··--·-·------~-·------------

I---l---~-.-~---.-.-------~~---.-----

I---l-.-----.---~------:-.----~-~.-

 
 
 
 
 
 
 
 
 



"

----

--------------------------------------------------------------------4

-@
;:l
(/)v
(f)

r--.-------------------------------- --------------------------------j

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-------- ......-..----

~ N ~~~ ~
,-/--_. __ ._-----_._----_._-_._-----_ ... - . -----------

•

_.- _._-_._ .._--_.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



.....N ~~ Iri0~cx) cri
-. ~.--------- ..----------.----------.-- ----------.--

i4ac
;:j

~ .~
;:l..c:
p._
gb@
':? f;t
w 'v
fr:r 'n

•f----l'------------------.-- ------.--....--.

6 ~ N ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~

 
 
 
 
 



_._-_._-
o ~

~N ~ ~~0~~ ~ ~ ~ ~
___ L __._ ..__ __ ._ .._ _.

• • •r-~.....:-----------.--------------.----.-..-------.--

r-~---------------------------.--------~

,----,--_._--------_ ...._.._------------_ ..._-----_._----........,

 
 
 
 



1---··--------·------------··-··-·····-----1

-_.,-_._----_._-- ,_ ..._ ,._._._. __ .. _.__-----_._-

..'<: "" ..c:
~,;1 ..'<:.~.<i1 S .2 ..'<: .~
;;{3 ..c:B @ p,8 ;; B til

:§.@ ~ os ::1 1=:""0 §o 0..1=:""0
-::1..c: . @ ::1..c:'"';:J.~.~ rJJ 0 -.~.~ S;;..c:""Oo o..til{3N~ .~ .0

--o._.~ ° .o..c:~OCIS§ .... O ro ..c:- S
S-@ @ S @O.~ 0. @ N ~..c: ° Q/) vE °

~ CIS rJJ·5 - 2.. ~8 ~ ~;::J rJJc:i
- CIS 1-- .::( ~ In(1.) OJ ~1 I ..... "1.-; . \'I,

to,I ',I ,'. 'Ii 11, I. ,1,' I'll .~. I· .~, ' ,. • .
.. .. -

 
 
 
 
 
 



00 . 0 r-1

U L___:_C'l __ C")_'<T_l{) "'_I' =:.....__..-._____ _

C'lC")
1--1-------------------------------------

l---i---------- _

r-----,----------------------------

 
 



L____L _

1-----------

 
 



'----"---------------------------------------------

--------. -- -----1

I

•• • • •I---- --- --- ------------------ ----- --------

-ci
vi
c<J:r:
o c<Jo:r:
010
.~g
'U ' ,

.-----.------------------- ------

 
 
 
 
 
 
 
 
 



--------------
ci .--t

~~-----------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 



<.Ci 06 0\c:t5 L__.~.C'\l_(Y) <;t_~_. __ ._~ ~ ... '.., _

1---+--- --------------------------- .....--------1

.=
'"I::'"E-<
III

'"<
,!Il S<II

~lI::
I:: ;1
os :r:
.s::: to'",Q rIJe ~
QI c
11.

-._- I

If)

..--_..--------_----------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 



------------_ .....__ ._--_._ ...

L___JI . •._. _._. .__

.~

..r::

~
enro

<r:: Q)

s: .0
ro
8
;::1
If)
I

f---. --------

1--- • .---•

§
,l4

OJ)

til §
lI: ....

0
.::: ....
til <L>
.t: P-.
til ~(II.... §Ei
QI f-<110 OJ).... §.:::
til -eb.O 05.:::
:I §,CI
til
b.O ~b.O
.::: r/)

QI §110 <L>.... 0...::: <;
til §.t:
til ~U
QI oa <L>
QI S
110 <L>

P-.

ai <Ii

r---- ------------ .--

 
 
 
 
 
 
 
 
 



L___J . ..•.. .•_
.0 .....('I(V)'<t L()

~ ~
(\j
'"0

~OJ:) (\j
(\j ;::s ~ p.

~ (iJ ~ .~
8 ~ ;>, ::l ~

"~ U)

~ ~ - v"E 8 ~] o s: ~
'"0 ..... "~ ;::s 0

5 ~"(ij' tl H U) p...,ro v aj v ~
c, ~ p..n co c, Z~~

If,

••

 
 

 
 
 
 
 
 
 



C'")
L()

-----------------.------ ..---------~-----. -----

r/) r/) § «J._ 0:1

§ ~ OIl] §7il c +-'§ § +' .s, ~ «J.o§o. {j'Cil .!.: .~

~ 8 .§ r~ .§ 0:1 ;:., ~ c .~ r/)

'@ - q;
..., Cl) .... ~ @ '@ § § .S .0 C

;::J 2~S+'§ r/) ;::J 0
r/) ·s 5 ~.~ 1i ] ~ gj 0.'0
V Cl) Cl) Cl) c Cl) Q
(j) ';':P..P..~'O v o.C p..oCClP..Z ~~

I()

••

~-,~--------.-.--------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 



'---'---------------------------------- __J
.-0 .-< NC'0 -¢ If)

.-< NC'0 <i vi
o.Q - ---------------- -------------------------------- ---

§
"0
ill :;E
§ ~
o.Q :J
§ ::r:

i~
i:: <t:
&:: Cl

~-+---------------------~----------------------------~

II,

• •••

 
 
 
 
 
 
 
 
 



""';C'iC"i.¢tril!i {'-
---_ -----------_.--_._-----------_ ..__ .._--_._--

---~------_-------_-------------

-;n
ctJ
V
.0

@
]
6v~ ..-(
0' 1;1
,---j ,r.

 
 

 
 
 
 
 
 
 



z
;l .8
~

;l
0-....,;s: C(J
0-
S~ or.
11 r;l
-.J .c.:

 
 
 
 
 
 
 
 
 



'----'--._------------_ __ ._--_ _.. . -.- ----

1---1------------------ ..--------

f/) f/) @ ro._ ro
@~OJJ'"g § roC1I {i C1 ...,

@ § .., ro
~ +J '-.4-ot S .D § 0, {i '"@ ~ 'iii;::l h C1 b.O'-m '@ .... ;::l .>:: § @ .- (';j :>, ~ § § ~ ::0 ..,

;:J C1 ~ .., +-'
rIJ t @ '@ ..., .9 ;:J §

(/)
..,

h S ..., § 1:1 5 ~.<? 13 '"g b ~ fr"O.., '0 .., .., ~
o: .'.<: 0.. 0.. B "0

.., c, C1 o,..c o:l 0.. Z 0:::.B.....,

(jJ
ro
'"i>
.D

;::l ]....
'@
;s: .s

S..,
~ .~
(J\
~.< .<:1

---_._._.__._-_._------------ .._--_.__ ._-_.--

 
 
 
 
 
 
 
 
 



---- - ..__ .._._ .._. -_._-_ _._--

 
 
 
 
 
 



~ O~

~ or::
til
f:, ,
I()

-_.,.-

to m
§]

<tJ

< ~ 'a ~ bD~ §;:... § @ ., o~ ""' <tJ ;:J @ c, -@ '@ ..>: .;'ls B 5 o§ r~o§ ~ >, ~ @
OM rn

ill @ @ § :0 ~
;:J I=l -+-J V -.f...J m ~@~- OM ;:J 0

1l~S"@ ...m 02 5 ~.(? ~ ~ ~ rn o, '"v v v v s:: v <tJ v s::
(fJ ..>:P..P..1l", o~ o, s:: p...c ill P.. Z~_

---_ ..-

r-'·------·-----·-·- --.-.-.---.--------- - ---.._ ---.

 
 
 
 



 
 
 
 
 



01('f)

z;
~
~<;><
(fJ
0::
rilc,

~
;j...
~v
~
§
~ :::s
.0 ;:J

2 ::.:
v ;:J
e:_ :r:
'[jJ 0::
(';j «
M (fJ
0 «.... a.0
;::J
(fJ

..a

r---- .-._..._-_._--_._......

 
 
 
 
 
 
 



./

l
I

._-----_ ..__ ._._-_.._.._--

••

z
<r:
C)
'.-"
~
(t]
1J
:0<:

I
I

I

...;......

::E
::>
:0<:
::>

~~~ig 05 '-"
iI.l
11. ni

,...;

I

 
 
 
 
 
 
 



-----r--
1;

...... ~(") <i
--,-------_.

-~
~ "5
:J 6.....,
~ 01'--0 0_
::J "' ...... 1.0(")

::r: ~",oz ci'@
- ......~[l,I'--~Ct::: ____--------ro"'zgjl

< l{)~~~"'Z§
oj c: . ____-[l.
+-' «:: °cici«::----s;l+-'ill c zzzz(") 0(")

::J ~ - 00
..ci ::J[l,[l. ol'il",o

[l,[l,[l,ZifJ ......N

...... ~. (") <:t If)

~-I'-------------,------· ---------1

~_____i----------.---------------

'r) 1.0
---------- -----

 
 
 
 
 
 
 
 
 



'----'-----------_. __._------ _._....._-_._-

1--1--------_._._---------_ .._-----1

~I-·-----------~--------------~

r----,------.---.-----.------- .....---,

 



r
I

~ ------------------------

 
 
 
 



1--+---.-.--.----·-·.·----·_._.-------

~
-~
A

ct: ~f3
0..
E

- "
<t-

 
 
 
 
 
 
 
 



,,--~-.---- ~-'----'--.'~

::>
~ .~..::
;3 ..c;

~
.~~ "

"
C'')

(/) (/) @ C<j.~ cu
@ ~ tlI) ~ @~ ~ s:: ....

@ @ .... '~i m.o@P. ~<il ~ .~..:: ;::J ..... § eo : .8 ro ;>, ~ s:: ....... (j)

iIi 'ra - Q)ti~Q)@"" tl @ ~ @ @ .9 .0 s:::
;J (/) ;::J 0
OJ B .... S ~ @ '2 5 ~'(ii' '5 "g ~ ~ 0.."Q) Q) s:::
U1 J;j~r:tB" Q) P.s::P..oo:lo..z: ~-....,

 
 
 
 
 
 
 
 



L---'- . _

f'J

§s.n
C'

l!

 
 
 
 
 
 
 
 
 



. .

- ._----_ •....-._-------_ __ ._ .._-_._._-_ .

 
 
 
 
 
 
 



L-~ __

Cii
oj

~ Ql

~
.o

« §
:s: t?

Ql
~ .~w, . "

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1
I

L_--'-~~~ . ._._~~~~_.

<il
til
V
.0

@
fa'
Q]
~
()') .~
• t ,\:

 
 
 
 
 
 
 



~~------------------------

. , .
~(") '<t------_ .._------_._-_.-_._

,.--_._--_._._---_ ..._--_._--_._----_ .....--

 
 
 
 
 
 
 
 
 



r--1-------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ L-_._L~_-_C'l_-_CY)_-_¢_-_L_0_~_-__ ~_' ro_- _

- -
C'lCY) ¢

- ---------------_. __._--__._--

~-,---------------.---- .. ----------..---------- ..

 
 
 
 
 
 
 
 
 



In
l~

r
i

 
 
 
 
 
 
 
 
 



o
bz;
~

(J\
00
\00
(J\~
...-< ---.
':""""'l()
If) ~

o 0
7.Z
~~~~

,
o
0..~

'Ii

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~«:r
z«
I/)«o
UJ
Z
UJ
D.
Z«

n:O
:i~«::J
z~««
(.!)(.!)«z
[CUJ

D.

~
UJ>
Zo~
I/)
UJ
C/)on:
0..

 

 
 
 
 
 
 
 
 



....- :

ir
za,
III

z~
j J:

0
~>-

..J jWo §z
W 0:a.. 0

1-
Z

~

j:: z
~ <{z
J: <{

~ ~
<{

I/) _j

c (j)

(IS
w... (j)

~ 0
0::

(IS a,
"Cc:: Ztil
C. ~ -
c:: J: Z
(IS ~ <{

"C Z 0::

I: ~ <{
>-

(IS t- <{

-= 0: ID

... W ~
til a, W

I: 0:
n,
f-

0 w
I- ~
Z 0
~ f- _j

W~ ~ f--- --0
_j

Z-c
Z
<{~
:5wa,
1-
W
l<:
0
_j >

--

Z
0
J:
0
::!wa..

-
 

 
 
 
 
 
 
 
 



e.
E
E,
!

s
~i
'C e
~ 0
EC
~ 0
Q. E
c ~
~Q.
u cc.
~~
!t8
~

z-cz-c>-:5
(f)
w
(f)
0
0::o,

Z
ct:
J: L
ct: -c
Z 0::«
~ >-«
0: 00
LU s
c.. wa,
0: t-
O w
I- '<:
Z 0

~
..J

t-
W
'<: - -
0
..J

Z«
Z«>-:5wo,
t-
W:.::
0
..J

Z
0
J:
0
::!
LUa,

-

------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 



,.'

c.
c E
(Q~c~8g
o OJ::E 0 0
~ ~ E
c.~ 4)
•• 11.
<L E.

<L

I
0(
>-
~
3:
0::
0
t-
Z

~

z
'5
~
I

':'i
(/)w
(/)
0a:a.

Z«
::t« z
Z -ca:
0( <i
t- >-
0:: <i
W (II

n, ::2w
0:: a.
0 f-
t- w
Z ~

0« ..J
::.:::

f-w~ >-- --0
_J

Z
<i
Z

~
':'iwa.
f-w~
0
_J

-

z
0 0

::t
0
J::

0 ~
::! •<L
W
Il.

-

 
 

 
 
 
 
 
 
 



'-- ..J _
-----------------------

zo
J:o
~
Wa,

· C ~· .
'" c

E.< 'a·. ' .
CD c

xI t:
r; 0

c c .
~~

O. V)

~~ c

.~ 4i ~
~Il.

E:l ~· s ~ ;.
a. ell. c~ "U. 0.

c~
• c".• cDO
E~
~ 01l.1'
c ~
wll.

E ~·C 1';1

~m
if

>-0.
"V)~
'0

----------- ,,/

~
.
r

0::
z
Il.
CD

r-----.- - - - - ------- -- - - - -- - - ----------

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I
i
I
I

I
I
I
I

Zo
J:o
::!wa,

Z
::lrn
::lrn
I«
:!
::l
0::
Z«
::l....
~
rn

~~.J«
«~
Z­
«:::!
0:!«~al«

J:
Z«
0::

~
u,«
Q
Z
Wa,
rn
Wrno
0::
Il.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~

! i

i'i
z
fl.m

I- -I-

:I: r-
<>-<..J
§

~Q:
0 e:

I- ~
Z .§

~ d
< .-
:1:- z
<::J

-c
1I)l!)

I

::JJ: :5
<~ 0

0
Zll) z
I: W

III
u,.. Z

III <{

~ Z
ell -c
'tl >-
I: <{

(II Z >----'c.. < -l-
I: J: z
ell
'tl < <{

I: Z IX

s < ~
:c I- 0<{

Q: m
Qj W ::;
I: c.. L1J

(II 0::
11.

~
f-a L1J

I- ~
Z .f-

0
< L1J

-'
~ ~ f- -

0
-' z

<{z-c>-
<{
-'
L1J
11.
f-w:.:
0
-'

-- -

Z
0
J:
0~
W
fl.

I

::Je
~~..J<
<J:
Zz«~­<Q:
mWm
~
Wc..
II)w
II)o
Q:
c..

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zo
J:o
::t
UJ
Q.

ir
Z
Q.
IQ

J:

~«
z oJ l

:J ~
t:~

I/) It "
:J 0

=

V'I

,
l-

e

J: Z
.
II

« ~::!!
:J
It
z« z
:J

«

----

z

./

I- ~

~.'

«
~

V'I «...J
06:9-

Z (/J

c c

« w *'"
a::C

(/J

~~

JJ:
0

c·:

a:

.~
«« a.

a. •
0

ZZ

.
Z

a.

««
01- «

'V

«V'I J: z

x;

m« « « c

I- Z a: ~
« ~

« 00

>- >-.o >_

~ « .c 0

« It CO E'"

W ~
..

J:
a.1l

Q. W o·
Z 0::

u, roo.

« 0
f0- E ~
w 'C (1]

:x: I- ~ ~oo
:J Z 0

.
« « fo- ...J

n,

w
It ~ ~
W 0

----
Q.

...J
Z

CIl « c

----

UJ
Z

.
CIl ~

c E
• j

0
-c-""

0

« ~S §
-"

a:: ...J

.5.

Q.
W

00-"

i:

E • 0

.
a. .~ ~~ '"
fo- ~·t~
w~ n_~

0
...J

a.

 
 

 
 
 
 
 
 
 



I
I

I
!

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~---------~----e
(L

it:
z
Q.
00

J:«>-«
..J

~
cr:a
I-z
~ ~

-z
"I~
0
(9
z
W
!l.
Z-c
Z
<{
>-<{

z _J

« -
J: z
-c "z 0::-c
~ >-

"cr: tn
w ::2
Q. w

!l.cr: I-a w
I- ~
Z 0

I- _J« wx: ~ f--- r--0
_J z

<{z
<{
>-
~
Wo,
I-
W~
0
_J

--

za
J:a
::Ew
Q.

--

 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------

:)----' 0.;)-----'
-----------------

-

1
::1_-,-__ ...
~ea.

----_-------~-------------_----
~)---_,

ii:
z
Q.
til

::r
<>-<.J
~
0::
0
I-
Z
~

. ----- -

z«z-c>-
:5
en
illen
0
((
0..

Z
<::r z
« «

ItZ «< >-
I- «
0:: m
W :i:
Q. ill

0..
D:: I-
0 ill
I- '.i:

0Z _J

< I-~ ill
'.i: -0
_J

z«z«>-«
_J
ill
0..
I-
ill
'.i:
0
-'

Z
0::r
0
:!w
Q.

<~
<Q.
~
<::r- Z
<
Z
::J
19z
<III
<Z
::J
0
~

0::<_::r
.J::J<I-
Z~«
0~«
1Il~

"Z<.,
Z

.",,- <
19z
<.,
z
<Q.
0::w
Q.

C/)
W
C/)
0
D::
Q.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



"

s:
J!!e

t--_'__---~____'"
~s
Q.

----~------
'('}- __ .....I

-

ii1
z
Q.
III

..J

~
Z«x:

z«z
~
:5
I/)w
in
0
Il:
Q_

Z«
J: z« «
z Il:«« >-I- «
0:: III
W :2
0. W

Q_

0:: f-a w
I- :.:
Z 0

f- _J« wx: :.: f--- --0
_J z«z«>-:5wn,

f-
W:.:
0
_J

-

za
J:a
:!
w
0.

-

Z
::J
rJ)
::J
rJ)

J:

~
::J
0::
Z«
::J
I­«
rJ)
rJ)«

0::1-
::i««x:
z::i«­(!):!
«x:
III~
z«oz«.,
z«
Q.
0::
W
Q.
rJ)
W
rJ)aa::
Q.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I
.:'

.........:r
'................

z
~
q:

5
<J)
UJ
<J)oa::
Q_

z«
0::wm
~w
11.

0::
z
11.m

 
 
 
 
 
 
 
 
 



rn
l­
Ie,

'"c~
!!~
E•a.

: :

0-

n:
za.
III

J: ..
«>-«
..J;: c

Ir
.
"0 0.

I- ~
Z ...:
« ;!.'

~ 10
«
J: z --
« «
I/)

I

::J 5
« 0
z <!Jzwo,

z«z
~

z _5
« -I-

J: z« -c
z n::
« -c>-
I- «
Ir III
W ~
a. w
a:: a

I-
0 w
I- ~
Z 0
« I- -"

W~ ~ 1--1- -I-
0
-" z«z«>-

5
wo._
I-
W~
0
-"

~ -- - -

z
0
J:
0
:?iwa.

-

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-,
.!.... ./

ZoJ:o
:i!;
wc..

I-
~ "L

a: «
i=

:J.:«
0:: Z
III «
I/) I-
0:: 0::
III W
IX! c,
J: 0::
« 0c I-
:::l Z

0::1/) ~-C>..JZ«« I-
Z>- w
«J: l<:

C>«
0

«Z
...J

al«
I-
~«

z
0

«z
LL

«
«

>-
~

:)

« w

;:
Q_

l-

I/)
W

LU
l<:

I/)
0

0
...J

0::n.

z«z
§
Ul
W
Ulon:
Q_

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I I

z

~
«z«

E~ ·c,(/)

~~W
(/)

c0 ·1i0::
Na.

~~
~1
---I-

I
L:
<{

L I c:J.: « ~<{ 0::
• c"-z «
ll~:t < ~ ~.I- m u,< Ik: :2 cZ W W ro<{ a. a. El- lk: f- .~ .w ~I/) 0 !t:
o,

<{ I- 0
~

I- Z _J< <{
.Ik:~ ~

-<
~:t to - --ZZ !t: r-I<{<{ 0,,:t -'
<{<{
IDID

I
::::l
Ik: zw «a. zI/) «w

~I/)
w0 a.Ik:
f-a.
w
!t:
0
_J

'_'~

1 -

Z
0
J:
0
:Ii!wa.

rn 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 



C"')!
J"

zo
J:osw
0..

~«
T.
z
~«
I/)

~
W
0..
Z«
C>~z

:J~
««
ZCl
«Cl
ClZ«wcoo..

Z«
J:«ow
:!w
0..

 
 
 
 
 
 
 
 
 



zo
J:o
~
Ul
0..

I

·1

 
 
 
 
 
 
 
 
 



zo
::tosw
11..

z
~

~
<II
W
<IIo
0::o,

 
 
 
 
 
 
 
 
 



z«z-c>-
Swc,
I­
W
'<:o
_J

_'
~e:«
~m
:2
wo,
I­
W
'<:
S

Zo
J:o
::ii:w
Q.

z«z

~
enweno
rt:
o,

«
l-
iii
Z
~
~
o
Z
«(
(!)
Z
UJ
0..
Z«

a:C
:::i««t:
ZI/)
«( -
(.!)~«x::mg

m
Z
~
«(
l­
«(
(J
Z
UJ
0..
I/)
UJ
I/)oa:
0..

 
 
 
 
 
 
 
 
 



z
.(u:
~«
[0
:;;;
LUo,
f­
LU
)(o
...J'

z«z-c
)-

:5
(fJ
w
(fJocrn,

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I
IcoOf,

s:
~
!2~;-----------------~
ea.

:r~
Z~
l-
o
Z~
C

1%:­_10
..JZ~~
ZI%:
~:::l
C>~
~:::l
Ole>
Z
UJ
Q.

III
UJ
IIIa
I%:
Q.

.~
~ _ ___L___ .oJ.
I~

it
Z
Q.
10

J:~>-~
..J
§
a::
0
I-
Z
~~

z«z«
~
_j

(fJ
LU
(fJ
0
0::
Q_

Z I-
~ -
l: z
~ «
Z a::
~ «>-
I- «a:: CD
UJ :;;
Q. w

Q_

a:: t-
O w
I- '"Z 0

t- _j~ LU~ '" f---+- -0
_j

z«z«>-:5
w
Q_

t-
LU

'"0 (;_j

'-'
--

Z
0
l:
0
:2
UJ
Q.

---

 
 
 
 
 
 
 
 
 



J
01\I
I

Zo
J:o~
W
Il.

Z«
Z

~
Wn,
I­
W~o
__J

z~
0::

~-cen
:2:wa,
I­
W~o
__J

<>-<o
<
l:
e/)

J: Z<
o::Z <
-< J:
..JI- <
<- Z
ze/) <
« I-
(!)9 0::

UJ<..J a.
mO

e/) 0::
Z 0
0 I-
~ Z
e/) <~
UJ l-
e/) ill
0 ~
0:: 0
a.

__J

Z« ';:-
; ~'I•i

~ 'r) ~
/

1- III

~ It ~
__J c ~
(/)

~.c

W 1~
(/)
0 ~~
0::

..
o,

<UL

 
 
 
 
 
 
 
 
 



.-.~...-~--._.

Z
<{
Z
<{
>-
:5
(/)
w
(/)a
0:a.

Z
<{
J: z
< -c
z 0:-c< >-
I- «0::: m
UJ :;;;
0.. Wa.
0:: f-a w
I- >:
Z a
<

_..J

:s::
f-w
>: I-- f-a
_..J

z«z«>-
:5wa.
f-w
>:a
_..J

-

za
J:a
:!
UJ
0..

-

~z:s::
UJ
I-
z

0:::<_(!)
..Jz«
Zlll
<:!
(!);::
<0:::
IllLiJ

0..
I/)
UJ
I/)
a0:::
0..

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ii-,

o
E-<o
Z
§;
o
:>-<o
J

'.,1
,.<r,

zo
J:o~
W
Q.

L
.(
l
<t
Z
<t
f­~
W
Q.
~o
f­
Z
~

Z
<t
:Jc
<t
(:J
z
W
D..

Q:;z
-l<t
<t<t
Z-l
<to
(:J-l
<tW
m(:Jz

W
Q.
(J)
W
(J)
o~
Q.

Z
4:
Z
4:
~
_J

CJJ
W
CJJoa:
a,

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 1 Tahun 2010 
TANGGAL : 25 Januari 2010 

 

DAFTAR KELOMPOK DAN JENIS PELAYANAN PERTANAHAN 
 

No. Kelompok 
Pelayanan 

Kode 
Bagan Alir 

Jenis Pelayanan 

I Pelayanan 
Pendaftaran Tanah 
Pertama Kali 
 

BPNRI.I.1 Konversi, Pengakuan dan Penegasan 
Hak 

  BPNRI.I.2 Pemberian Hak  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Hak Milik 
1) Hak Milik Perorangan 
2) Hak Milik Badan Hukum 

b. Hak Guna Bangunan 
1) Hak Guna Bangunan Perorangan 
2) Hak Guna Bangunan Badan 
Hukum 

c. Hak Pakai 
1) Hak Pakai Perorangan WNI 
2) Hak Pakai Perorangan WNA 
3) Hak Pakai Badan Hukum 
Indonesia 

4) Hak Pakai Badan Hukum Asing 
5) Hak Pakai Instansi Pemerintah 
6) Hak Pakai Pemerintah Asing 

d. Hak Pengelolaan Instansi 
Pemerintah/Pemerintah 
Daerah/BUMN/BUMD 

 

   BPNRI.I.3.a Wakaf dari Tanah Belum Bersertipikat 
(Konversi, Pengakuan dan Penegasan 
Hak) 
 

   BPNRI.I.3.b Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian 
Hak Tanah Wakaf) 
 

   BPNRI.I.4 P3MB/Prk.5 
 

   BPNRI.I.5 Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun 
 

  BPNRI.I.6 Pemberian Hak Guna Usaha  

   a. Hak Guna Usaha Perorangan 

   b. Hak Guna Usaha Badan Hukum 
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No. Kelompok 
Pelayanan 

Kode 
Bagan Alir 

Jenis Pelayanan 

II Pelayanan  BPNRI.II.1 Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan  

 Pemeliharaan Data   Rumah Susun 

 Pendaftaran Tanah   a. Jual-Beli 

    b. Pewarisan/Wasiat 

     c. Tukar-Menukar 

     d. Hibah 

     e. Pembagian Hak Bersama  

     f. Lelang 

     g. Pemasukan kedalam 
Perusahaan/Inbreng 

     h. Merger 

   BPNRI.II.2 Ganti Nama Sertipikat Hak Atas Tanah 
dan Hak Milik Atas Rumah Susun 

   BPNRI.II.3.a 

 

BPNRI.II.3.b 

Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna 
Usaha 

Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna 
Bangunan/Hak Pakai 

  BPNRI.II.4 Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun 

  BPNRI.II.5 Pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak 
Pakai dan Pemberian Hak Guna 
Bangunan/Hak Pakai di atas Hak 
Pengelolaan 

   a. Hak Guna Bangunan 
1) Hak Guna Bangunan Perorangan 
2) Hak Guna Bangunan Badan 
Hukum 

b. Hak Pakai 
1) Hak Pakai Perorangan WNI 
2) Hak Pakai Perorangan WNA 
3) Hak Pakai Badan Hukum 
Indonesia 

4) Hak Pakai Badan Hukum Asing 
5) Hak Pakai Pemerintah Asing 

c. Pemberian Hak Guna 
Bangunan/Hak Pakai di atas Hak 
Pengelolaan 

  BPNRI.II.6 Pembaruan Hak Guna Usaha 

   a. Hak Guna Usaha Perorangan 

   b. Hak Guna Usaha Badan Hukum 

  BPNRI.II.7 Wakaf dari Tanah Yang Sudah 
Bersertipikat 

  BPNRI.II.8 Perubahan Hak Atas Tanah 
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No. Kelompok 
Pelayanan 

Kode 
Bagan Alir 

Jenis Pelayanan 

  BPNRI.II.9 Pemecahan/ Penggabungan/Pemisahan 
Hak 

   a. Pemecahan/Pemisahan Bidang 
Tanah Perorangan 

   b. Pemecahan/Pemisahan Bidang 
Tanah Badan Hukum 

   c. Penggabungan Bidang Tanah 
Perorangan 

   d. Penggabungan Bidang Tanah Badan 
Hukum 

   BPNRI.II.10 Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah, 
Hak Milik Atas Rumah Susun, dan Hak 
Tanggungan, karena: 

   a. Blanko Lama 

   b. Hilang 

   c. Rusak 

  BPNRI.II.11 Hak Tanggungan 

    a. Pendaftaran Hak Tanggungan 

     b. Penghapusan Hak Tanggungan (Roya)  

     c. Peralihan Hak Tanggungan (Cessie) 

     d. Subrogasi (Perubahan Kreditur) 

III Pelayanan  BPNRI.III.1 Pencatatan 

 Pencatatan   a. Blokir  

 dan Informasi   b. Sita  

 Pertanahan   c. Pengangkatan Sita 

  BPNRI.III.2 Informasi Pertanahan 

    a. Pengecekan Sertipikat 

     b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 

     c. Informasi Titik Dasar Teknik  

     d. Informasi Peta 

IV Pelayanan  BPNRI.IV.1 Pengukuran Bidang Tanah 

 Pengukuran Bidang 
Tanah 

  a. Pengukuran Bidang Untuk 
Keperluan Pengembalian Batas 

     b. Pengukuran dalam rangka Kegiatan 
Inventarisasi/Pengadaan Tanah 

   c. Pengukuran atas Permintaan 
Instansi dan/atau Masyarakat 
untuk Mengetahui Luas Tanah 

   d. Pengukuran dalam rangka 
Pembuatan Peta Situasi Lengkap 
(Topografi) 
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No. Kelompok 
Pelayanan 

Kode 
Bagan Alir 

Jenis Pelayanan 

V Pelayanan  BPNRI.V.1 Konsolidasi Tanah Swadaya 

 Pengaturan dan BPNRI.V.2 Pertimbangan Teknis 

 Penataan   a. Pertimbangan Teknis Pertanahan 

 Pertanahan   b. Pertimbangan Teknis Penatagunaan 
Tanah 

VI Pengelolaan 
Pengaduan 

BPNRI.VI.1 Pengelolaan Pengaduan 

 
 

 
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 

JOYO WINOTO, Ph.D. 
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LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 1 Tahun 2010 
TANGGAL : 25 Januari 2010 

 
STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN  

 
 

I. PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI 

1. Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak 

Dasar Hukum Persyaratan Biaya Waktu Keterangan 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 21/1997 jo. 
UU No. 20/2000 

3. PP No. 48/1994 jo. PP 
No. 79/1996 

4. PP No. 24/1997 
5. PP No. 13/2010 
6. PMNA/KBPN No. 
3/1997 

7. Peraturan KBPN RI 
No. 7/2007 

 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

4. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik 
adat/bekas milik adat  

5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 
yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket dan penyerahan 
bukti SSB (BPHTB) 

6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan  

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

98 (sembilan puluh 

delapan) hari 

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 
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2. Pemberian Hak: 

a. Hak Milik 

1) Hak Milik Perorangan 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 21/1997 jo. 

20/2000 
3. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
4. PP No. 24/1997 
5. PP No. 13/2010 
6. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
7. PMNA/KBPN  

No. 3/1999 
8. PMNA/KBPN  

No. 9/1999 
9. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
10. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
11. Peraturan KBPN 

No.7/2007 
12. KMNA/KBPN 

2/1998 
13. KMNA/KBPN 

6/1998 
14. SE KBPN No. 600-

1900 tanggal 31 Juli 
2003 

 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

4. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak   
5. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak 

dan pelunasan tanah dan rumah 
(Rumah Gol III) atau rumah yang 
dibeli dari pemerintah 

6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 
yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket, penyerahan bukti 
SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak) 

7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan  

 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

• 38 (tiga puluh 
delapan) hari untuk: 
- Tanah pertanian 
yang luasnya 
tidak lebih dari 
2 Ha 

- Tanah non 
pertanian yang 
luasnya tidak 
lebih dari 
2.000 m2 

 

• 57 (lima puluh 
tujuh) hari untuk: 
- Tanah pertanian 
yang luasnya 
lebih dari 2 Ha 

- Tanah non 
pertanian yang 
luasnya lebih dari 
2.000 m2 s.d. 
5.000 m2 

 

• 97 (sembilan puluh 
tujuh) hari untuk: 
- Tanah non 
pertanian yang 
luasnya lebih dari 
5.000 m2 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

5. Pernyataan menguasai 
tanah tidak lebih dari 
5 (lima) bidang untuk 
permohonan rumah 
tinggal 

 
Catatan: 
1. Tidak termasuk 

tenggang waktu 
pemenuhan kewajiban 
pembayaran sesuai SK 

2. Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 
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2) Hak Milik Badan Hukum 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 28/2004 
3. PP No. 38/1963 
4. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
5. PP No. 24/1997 
6. PP No. 13/2010 
7. PMNA/KBPN No. 

3/1997 
8. PMNA/KBPN No. 

3/1999 
9. PMNA/KBPN No. 

9/1999 
10. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
11. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
12. SE KBPN No. 600-

1900 tanggal 31 Juli 
2003 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

5. Bukti perolehan tanah/Alas Hak  
6. SK Penunjukan badan hukum yang 

dapat memperoleh Hak Milik dari 
Kepala Badan Pertanahan Nasional 

7. Surat ijin untuk memperoleh Hak 
Milik dari Kepala Badan Pertanahan 
Nasional 

8. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 
yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket 

9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

• 38 (tiga puluh 
delapan) hari untuk: 
- Tanah pertanian 
yang luasnya 
tidak lebih dari 
2 Ha 

- Tanah non 
pertanian yang 
luasnya tidak 
lebih dari 
2.000 m2 

 

• 57 (lima puluh 
tujuh) hari untuk: 
- Tanah pertanian 
yang luasnya 
lebih dari 2 Ha 

- Tanah non 
pertanian yang 
luasnya lebih dari 
2.000 m2 s.d. 
5.000 m2 

 

• 97 (sembilan puluh 
tujuh) hari untuk: 
- Tanah non 
pertanian yang 
luasnya lebih dari 
5.000 m2 

 
 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 
Catatan: 
1. Tidak termasuk 

tenggang waktu 
pemenuhan kewajiban 
pembayaran sesuai SK 

2. Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 
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b. Hak Guna Bangunan 

1) Hak Guna Bangunan Perorangan 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
3. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
4. PP No. 40/1996 
5. PP No. 24/1997 
6. PP No. 13/2010 
7. KEPPRES No. 

32/1979 
8. PMNA No. 3/1997 
9. PMNA/KBPN No. 

3/1999  
10. PMNA/KBPN No. 

9/1999 
11. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
12. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
13. Peraturan KBPN RI 

No. 7/2007 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak  
5. Surat pernyataan pemohon mengenai 

jumlah bidang dan status tanah-
tanah yang telah dimiliki 

6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 
yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket, penyerahan bukti 
SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak) 

7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

• 38 (tiga puluh 
delapan) hari untuk 
luasan tidak lebih 
dari 2.000 m2  

• 57 (lima puluh 
tujuh) hari untuk 
luasan lebih dari 
2.000 m2 sampai 
dengan 150.000 m2   

• 97 (sembilan puluh 
tujuh) hari untuk 
luasan lebih dari 
150.000 m2  

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 
Catatan: 
1. Tidak termasuk 

tenggang waktu 
pemenuhan kewajiban 
pembayaran sesuai SK 

2. Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 
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2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 11/1992 
3. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
4. UU No. 28/2004 
5. UU No. 25/2007 
6. UU No. 40/2007 
7. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
8. PP No. 40/1996 
9. PP No. 24/1997 
10. PP No. 13/2010 
11. KEPPRES No. 

32/1979 
12. PMNA/KBPN No. 

3/1997 
13. PMNA/KBPN No. 

2/1999 
14. PMNA/KBPN No. 

3/1999 
15. PMNA/KBPN No. 

9/1999 
16. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
17. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
18. Peraturan KBPN RI 

No. 7/2007 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, 
Akta Pendirian dan Pengesahan 
Badan Hukum yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket 

5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin 
Penunjukan Penggunaan Tanah  

6. Proposal/Rencana Pengusahaan 
Tanah 

7. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 
yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket, penyerahan bukti 
SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak) 

8. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan  

 
 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

• 38 (tiga puluh 
delapan) hari untuk 
luasan tidak lebih 
dari 2.000 m2  

• 57 (lima puluh 
tujuh) hari untuk 
luasan lebih dari 
2.000 m2 sampai 
dengan 150.000 m2   

• 97 (sembilan puluh 
tujuh) hari untuk 
luasan lebih dari 
150.000 m2  

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah tidak 
sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 
Catatan: 
1. Tidak termasuk 

tenggang waktu 
pemenuhan kewajiban 
pembayaran sesuai SK 

2. Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 
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c. Hak Pakai 

1) Hak Pakai Perorangan WNI 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
3. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
4. PP No. 40/1996 
5. PP No. 24/1997 
6. PP No. 13/2010 
7. KEPPRES No. 

32/1979 
8. PMNA/KBPN No. 

3/1997 
9. PMNA/KBPN No. 

3/1999 
10. PMNA/KBPN No. 

9/1999 
11. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
12. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
13. Peraturan KBPN RI 

No. 7/2007 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak  
5. Surat pernyataan pemohon mengenai 

jumlah bidang dan status tanah-
tanah yang telah dimiliki 

6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 
yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket, penyerahan bukti 
SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak) 

7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan  

 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

• 38 (tiga puluh 
delapan) hari untuk: 

- Tanah pertanian 
yang luasnya 
tidak lebih dari 
2 Ha 

- Tanah non 
pertanian yang 
luasnya tidak 
lebih dari 
2.000 m2 (kecuali 
mengenai tanah 
bekas Hak Guna 
Usaha) 

• 57 (lima puluh 
tujuh) hari untuk:  

- Tanah pertanian 
yang luasnya 
lebih dari 2 Ha 

- Tanah non 
pertanian yang 
luasnya lebih dari 
2.000 m2 s.d. 
150.000 m2 

• 97 (sembilan puluh 
tujuh) hari tanah 
non pertanian untuk 
luasan lebih dari 
150.000 m2 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah tidak 
sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 

Catatan: 

Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 
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2) Hak Pakai Perorangan WNA 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No.16/1985 
3. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
4. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
5. PP No. 40/1996 
6. PP No. 41/1996 
7. PP No. 24/1997 
8. PP No. 13/2010 
9. PMNA/KBPN No. 

7/1996 
10. PMNA/KBPN No. 

3/1997 
11. PMNA/KBPN No. 

3/1999 
12.  PMNA/KBPN No. 

9/1999 
13. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
14. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
15. Peraturan KBPN RI 

No. 7/2007 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Fotocopy identitas pemohon dan 
kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin 
Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap 
(KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor 
Imigrasi, yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket 

3. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak  
5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 

yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket, penyerahan bukti 
SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak) 

6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan  

 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

• 38 (tiga puluh 
delapan) hari untuk 
luasan tidak lebih 
dari 2.000 m2  

• 57 (lima puluh 
tujuh) hari untuk 
luasan lebih dari 
2.000 m2 sampai 
dengan 150.000 m2   

• 97 (sembilan puluh 
tujuh) hari untuk 
luasan lebih dari 
150.000 m2  

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah tidak 
sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 

Catatan: 

1. Hak Pakai ini khusus 
diberikan untuk rumah 
tinggal/hunian 

2. Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 
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3) Hak Pakai Badan Hukum Indonesia 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
3. UU No. 40/2007 
4. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
5. PP No. 40/1996 
6. PP No. 24/1997 
7. PP No. 13/2010 
8. KEPPRES No. 

32/1979 
9. PMNA/KBPN No. 

21/1994 
10. PMNA/KBPN No. 

3/1997 
11. PMNA/KBPN No. 

3/1999  
12. PMNA/KBPN No. 

9/1999 
13. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
14. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
15. Peraturan KBPN RI 

No. 7/2007 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, 
Akta Pendirian dan Pengesahan 
Badan Hukum yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket 

5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin 
Penunjukan Penggunaan Tanah  

6. Bukti perolehan tanah/Alas Hak  
7. Proposal/Rencana Pengusahaan 

Tanah 
8. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 

yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket, penyerahan bukti 
SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak) 

9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan  

 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

• 38 (tiga puluh 
delapan) hari untuk: 

- Tanah pertanian 
yang luasnya 
tidak lebih dari 
2 Ha 

- Tanah non 
pertanian yang 
luasnya tidak 
lebih dari 
2.000 m2 (kecuali 
mengenai tanah 
bekas Hak Guna 
Usaha) 

 

• 57 (lima puluh 
tujuh) hari untuk:  

- Tanah pertanian 
yang luasnya 
lebih dari 2 Ha 

- Tanah non 
pertanian yang 
luasnya lebih dari 
2.000 m2 s.d. 
150.000 m2 

 

• 97 (sembilan puluh 
tujuh) hari tanah 
non pertanian untuk 
luasan lebih dari 
150.000 m2   

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 

Catatan: 

Jangka waktu tidak 

termasuk waktu yang 

diperlukan untuk 

pengiriman 

berkas/dokumen dari 

Kantah ke Kanwil dan 

BPN RI maupun 

sebaliknya 



- 18 - 

4) Hak Pakai Badan Hukum Asing 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
3. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
4. PP No. 40/1996 
5. PP No. 41/1996 
6. PP No. 24/1997 
7. PP No. 13/2010 
8. PMNA/KBPN No. 

3/1997 
9. PMNA/KBPN No. 

3/1999  
10. PMNA/KBPN No. 

9/1999 
11. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
12. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
13. Peraturan KBPN RI 

No. 7/2007 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon dan 

kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin 
Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap 
(KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor 
Imigrasi, yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket 

4. Surat Keterangan Berkedudukan di 
Indonesia  

5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin 
Penunjukan Penggunaan Tanah  

6. Fotocopy Akte Pendirian Badan 
Hukum dari Notaris dan Pengesahan 
Badan Hukum yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket 

7. Bukti perolehan tanah/Alas Hak  
8. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 

yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket, penyerahan bukti 
SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak) 

9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan  

 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

• 38 (tiga puluh 
delapan) hari untuk: 

- Tanah pertanian 
yang luasnya 
tidak lebih dari 
2 Ha 

- Tanah non 
pertanian yang 
luasnya tidak 
lebih dari 
2.000 m2 (kecuali 
mengenai tanah 
bekas Hak Guna 
Usaha) 

• 57 (lima puluh 
tujuh) hari untuk:  

- Tanah pertanian 
yang luasnya 
lebih dari 2 Ha 

- Tanah non 
pertanian yang 
luasnya lebih dari 
2.000 m2 s.d. 
150.000 m2 

• 97 (sembilan puluh 
tujuh) hari tanah 
non pertanian untuk 
luasan lebih dari 
150.000 m2   

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 

Catatan: 

Jangka waktu tidak 

termasuk waktu yang 

diperlukan untuk 

pengiriman 

berkas/dokumen dari 

Kantah ke Kanwil dan 

BPN RI maupun 

sebaliknya 
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5) Hak Pakai Instansi Pemerintah  

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
3. UU No. 1/2004 
4. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
5. PP No. 40/1996 
6. PP No. 24/1997 
7. PP No. 6/2006 jo. PP 

No. 38/2008 
8. PP No. 13/2010 
9. KEPPRES No. 

32/1979 
10. PMNA/KBPN No. 

3/1997 
11. PMNA/KBPN No. 

3/1999 
12. PMNA/KBPN No. 

9/1999 
13. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
14. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
15. Peraturan KBPN RI 

No. 7/2007 
16. SE KBPN 500-1255 

1992 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

4. Penetapan Lokasi atau Surat Ijin 
Penunjukan Penggunaan Tanah  

5. Bukti perolehan tanah/Alas 
Hak/surat pernyataan dari pengelola 
aset 

6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan 
yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket 

7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan  

 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

• 38 (tiga puluh 
delapan) hari untuk: 

- Tanah pertanian 
yang luasnya 
tidak lebih dari 
2 Ha 

- Tanah non 
pertanian yang 
luasnya tidak 
lebih dari 
2.000 m2 (kecuali 
mengenai tanah 
bekas Hak Guna 
Usaha) 

• 57 (lima puluh 
tujuh) hari untuk:  

- Tanah pertanian 
yang luasnya 
lebih dari 2 Ha 

- Tanah non 
pertanian yang 
luasnya lebih dari 
2.000 m2 s.d. 
150.000 m2 

• 97 (sembilan puluh 
tujuh) hari tanah 
non pertanian untuk 
luasan lebih dari 
150.000 m2   

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah tidak 
sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 

Catatan: 
1. Instansi Pemerintah 

meliputi Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota, 
Pemerintah Desa 

2. Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 
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6) Hak Pakai Pemerintah Asing 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
3. UU No. 1/2004 
4. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
5. PP No. 40/1996 
6. PP No. 24/1997 
7. PP No. 6/2006 jo. PP 

No. 38/2008 
8. PP No. 13/2010 
9. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
10. PMNA/KBPN  

No. 3/1999  
11. PMNA/KBPN  

No. 9/1999 
12. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
13. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
14. Peraturan KBPN RI 

No. 7/2007 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon dan 

kuasa apabila dikuasakan, yang telah 
dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

4. Surat Rekomendasi dari Departemen 
Luar Negeri 

5. Bukti perolehan tanah/Alas Hak  
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 

yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket 

7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan  

 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

• 38 (tiga puluh 
delapan) hari untuk 
luasan tidak lebih 
dari 2.000 m2  

• 57 (lima puluh 
tujuh) hari untuk 
luasan lebih dari 
2.000 m2 sampai 
dengan 150.000 m2   

• 97 (sembilan puluh 
tujuh) hari untuk 
luasan lebih dari 
150.000 m2  

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 

Catatan: 

Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 
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d.  Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
3. UU No. 1/2004 
4. PP No. 8/1953 
5. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
6. PP No. 24/1997 
7. PP No. 112/2000 
8. PP No. 15/2004 
9. PP No. 6/2006 jo. PP 

No. 38/2008 
10. PP No. 13/2010 
11. PMNA No. 9/1965 
12. PMA No. 1/1966 
13. Permendagri  

No. 5/1974 
14. PMNA No. 3/1997 
15. PMNA/KBPN  

No. 3/1999 dan 
PMNA/KBPN  
No. 9/1999 

16. Peraturan KBPN RI 
No. 3/2006 

17. Peraturan KBPN RI 
No. 7/2007 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon dan 

kuasa apabila dikuasakan, yang telah 
dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

4. SK Pencadangan Tanah dari 
Gubernur/Bupati/Walikota (untuk 
program transmigrasi).  

5. Surat Persetujuan Penetapan 
Lokasi/Surat Ijin Penunjukan 
Penggunaan Tanah (untuk instansi 
Pemerintah) atau Ijin Lokasi untuk 
BUMN, BUMD dalam rangka 
penanaman modal. 

6. Proposal penggunaan tanah jangka 
panjang dan jangka pendek  

7. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 
surat pernyataan dari pengelola aset. 

8. Surat Pelepasan Kawasan Hutan dari 
Departemen Kehutanan apabila 
tanah yang dimohon kawasan hutan 

9. Penyerahan bukti SSB 
(BPHTB)/khusus BUMN/BUMD, 
bukti bayar uang pemasukan (pada 
saat pendaftaran hak) 

10. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan  

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

97 (sembilan puluh 
tujuh) hari 

 

 

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah tidak 
sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 

Catatan: 
1. Tidak termasuk 

tenggang waktu 
pemenuhan kewajiban 
pembayaran sesuai SK 

2. Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 
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3. Wakaf 

a.  Wakaf dari Tanah Yang Belum Bersertipikat (Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak) 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. PP No. 48/1994 jo. PP 

No. 79/1996 
3. PP No. 24/1997 
4. PP No. 13/2010 
5. PMNA/KBPN  

No. 3/1997  
6. SE KBPN No.600-

1900 tanggal 31 Juli 
2003 

7. SE KBPN No.500-049 
tanggal 6 Januari 
2005 

 
 

 

 

 

 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai 
cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon/Nadzir 

dan kuasa apabila dikuasakan, 
yang telah dicocokkan dengan 
aslinya oleh petugas loket 

4. Bukti pemilikan tanah/alas hak 
milik adat/bekas milik adat  

5. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf 
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 

yang telah dicocokkan dengan 
aslinya oleh petugas loket 

7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan  

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

98 (sembilan puluh 
delapan) hari 

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah tidak 
sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 
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b.  Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian Hak Tanah Wakaf) 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. PP No. 48/1994 jo. PP 

No. 79/1996 
3. PP No. 24/1997 
4. PP No. 13/2010 
5. PMNA/KBPN  

No. 3/1997  
6. PMNA/KBPN No. 

3/1999 jo. 
PMNA/KBPN  
No. 9/1999 

7. Peraturan KBPN RI  
No. 3/2006  

8. Peraturan KBPN RI  
No. 4/2006 

9. Keputusan Bersama 
Menteri Agama RI dan 
KBPN No. 422/2004 
dan No. 
3/SKB/BPN/2004 
tanggal 19 Oktober 
2004  

10. SE KBPN No.600-
1900 tanggal 31 Juli 
2003 

11. SE KBPN No.500-049 
tanggal 6 Januari 
2005 

 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai 
cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon/Nadzir 

dan kuasa apabila dikuasakan, 
yang telah dicocokkan dengan 
aslinya oleh petugas loket 

4. Bukti alas hak/garapan 
5. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf 
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 

yang telah dicocokkan dengan 
aslinya oleh petugas loket 

7. Pertimbangan Teknis Pertanahan 
8. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 

dengan ketentuan 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

57 (lima puluh tujuh) 
hari 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 
Catatan: 

Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
sebaliknya 
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4. P3MB/Prk.5 

 DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 3/1960 
2. UU No. 5/1960 
3. UU No. 21/1997 jo. 

UU 20/2000 
4. PP No. 223/1961 
5. Peraturan 

Presidium No. 
5/Prk/1965 

6. PP No. 24/1997 
7. PP No. 13/2010 
8. Peraturan Menteri 

Keuangan No. 
188/PMK.06/2008 

9. PMNA/KBPN  
No. 3/1997 

10. PMNA/KBPN No. 
9/1999 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

4. Permohonan melalui Ketua 
P3MB/Prk.5 

5. Surat Keterangan Tanah 
6. Surat Ijin Penghunian (SIP) dari Dinas 

Perumahan 
7. Keterangan dari Imigrasi tentang 

Kewarganegaraan Bekas Pemilik 
P3MB. 

8. Keterangan dari Kantor Wilayah 
Ditjen Pajak (untuk Prk.5) 

9. Dasar perolehan/penguasaan tanah 
10. Pengumuman sekali di dua Surat  

Kabar Harian yang beredar secara 
umum dengan masa tenggang 30 hari 
sejak hari pengumuman 

11. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 
yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket 

12. Pernyataan Kesanggupan membayar 
Nilai Taksiran atas tanah dan 
bangunan 

13. Surat Pernyataan belum pernah 
memperoleh tanah/rumah dari 
pemerintah 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

145 (seratus empat 

puluh lima) hari 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah tidak 
sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 

Catatan: 
1. Jangka waktu diluar 

jangka waktu 
pemeriksaan Panitia 
P3MB/Prk.5 dan 
Risalah Penaksiran 
Harga Tanah dan/atau 
Rumah 

2. Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 
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5. Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 16/1985 
3. PP No. 4/1988  
4. PP No. 24/1997 
5. PP No. 13/2010 
6. PMNA/Kepala  

BPN No. 3/1997  
7. SE KBPN-600-1900 

tanggal 31 Juli 2003 
 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

4. Sertipikat Hak Atas Tanah yang 
merupakan tanah bersama (asli) 

5. Proposal pembangunan rumah susun 
6. Ijin layak huni  
7. Advis Planning 
8. Akta pemisahan yang dibuat oleh 

penyelenggara pembangunan  rumah 
susun, dengan lampiran gambar dan 
uraian pertelaan dalam arah vertikal 
maupun horisontal serta nilai 
perbandingan proposionalnya yang 
disahkan oleh pejabat yang 
berwenang (Gubernur untuk DKI 
Jakarta atau Bupati/Walikota) 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

• 30 (tiga puluh) hari 
untuk jumlah tidak 

lebih dari 200 unit  

• 60 (enam puluh) 

hari untuk jumlah 

lebih dari 200 unit 

s.d. 500 unit 

• 90 (sembilan puluh) 

hari untuk jumlah 

lebih dari 500 unit 

 

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas dan letak 

bangunan yang 
dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 
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6. Pemberian Hak Guna Usaha 

a. Hak Guna Usaha Perorangan 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 28/1956 
2. UU No. 29/1956 
3. UU No. 5/1960 
4. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
5. UU No. 40/2007 
6. PP No. 40/1996 
7. PP No. 24/1997 
8. PP No. 13/2010 
9. KEPPRES No. 

32/1979 
10. PMNA/KBPN No. 

3/1997 
11. PMNA/KBPN No. 

3/1999 
12. PMNA/KBPN No. 

9/1999 
13. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
14. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
15. Peraturan KBPN RI 

No. 7/2007 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 
5. Proposal rencana penggunaan dan 

pemanfaatan tanah 
6. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan 

yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket, penyerahan bukti 
SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak) 

 

 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

38 (tiga puluh 

delapan) hari 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 
Catatan: 
Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
sebaliknya 
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b. Hak Guna Usaha Badan Hukum 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 28/1956 
2. UU No. 29/1956 
3. UU No. 5/1960 
4. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
5. UU No. 25/2007  
6. UU No. 26/2007  
7. UU No. 40/2007 
8. PP No. 40/1996 
9. PP No. 24/1997 
10. PP No. 13/2010 
11. PMNA/KBPN No. 

3/1997 
12. PMNA/KBPN No. 

2/1999 
13. PMNA/KBPN No. 

3/1999  
14. PMNA/KBPN No. 

9/1999 
15. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
16. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
17. Peraturan KBPN RI 

No. 7/2007 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan 

kuasa apabila dikuasakan, yang telah 
dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, 
Akta Pendirian, Pengesahan Badan 
Hukum dan bukti pengumuman 
dalam Lembaran Negara yang telah 
dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin 
Penunjukan Penggunaan Tanah  

6. Bukti perolehan tanah/Alas Hak dari 
pemilik/penggarap tanah atau 
pemegang aset tanah/sk pelepasan 
kawasan hutan 

7. Proposal/Rencana Pengusahaan 
Tanah jangka pendek dan jangka 
panjang 

8. Ijin usaha dari instansi teknis 
9. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 

yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket, penyerahan bukti 
SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak) 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

• 38 (tiga puluh 
delapan) hari: untuk 

luasan tidak lebih 

dari 200 Ha 

• 78 (tujuh puluh 
delapan) hari: untuk 

luasan lebih dari 

200 Ha s.d. 1.000 

Ha 

• 93 (sembilan puluh 

tiga) hari: untuk 

luasan lebih dari 

1.000 Ha s.d. 3.000 

Ha 

• 108 (seratus 
delapan) hari: untuk 

luasan lebih dari 

3.000 Ha s.d. 6.000 

Ha 

• 123 (seratus dua 
puluh tiga) hari: 

untuk luasan lebih 

dari 6.000 Ha s.d. 

9.000 Ha 

• 138 (seratus tiga 
puluh delapan) hari: 

untuk luasan lebih 

dari 9.000 Ha 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 
 
Catatan: 
Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 



- 28 - 

II. PELAYANAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH 

1. Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun 

a. Peralihan Hak Jual-Beli 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960  
2. UU No.16/1985 
3. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000  
4. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996  
5. PP No. 24/1997  
6. PP No. 37/1998 
7. PP No. 13/2010  
8. PMNA/KBPN  

No. 3/1997  
9. Peraturan KBPN RI 

No. 1/2006 
10. SE KBPN No. 600-

1900 tanggal 31 
Juli 2003 

11. SE KBPN RI No. 
1219-340.3.D.II 
tanggal 28 April 
2009 

 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket, bagi badan hukum 

5. Sertipikat asli 
6. Akta Jual Beli dari PPAT 
7. Fotocopy KTP dan para pihak 

penjual-pembeli dan/atau kuasanya 
8. Ijin Pemindahan Hak apabila di 

dalam sertipikat/keputusannya 
dicantumkan tanda yang menyatakan 
bahwa hak tersebut hanya boleh 
dipindahtangankan jika telah 
diperoleh ijin dari instansi yang 
berwenang 

9. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 
yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket, penyerahan bukti 
SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak) 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

5 (lima) hari Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan 
tanah/bangunan 
dikuasai secara fisik 
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b. Peralihan Hak- Pewarisan/ Wasiat 

 DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960  
2. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
3. PP No. 24/1997  
4. PP No. 37/1998 
5. PP No. 13/2010  
6. PMNA/KBPN  

No. 3/1997  
7. Peraturan KBPN RI 

No. 1/2006 
8. SE KBPN No. 600-

1900 tanggal 31 
Juli 2003 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon/para ahli 

waris (KTP, KK) dan kuasa apabila 
dikuasakan, yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket 

4. Sertipikat asli 
5. Surat Keterangan Waris sesuai 

peraturan perundang-undangan 
6. Akte Wasiat Notariel 
7. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan 

yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket 

8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti 
SSP/PPH untuk perolehan tanah 
lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar 
uang pemasukan (pada saat 
pendaftaran hak)  

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

5 (lima) hari Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 
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c. Peralihan Hak – Tukar Menukar 

 DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960  
2. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000  
3. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996  
4. PP No. 24/1997  
5. PP No. 37/1998 
6. PP No. 13/2010  
7. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
8. Peraturan KBPN RI 

No. 1/2006 
9. SE KBPN No. 600-

1900 tanggal 31 
Juli 2003 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas 

pemohon/pemegang dan penerima 
hak (KTP, KK) serta kuasa apabila 
dikuasakan, yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket 

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

5. Sertipikat asli 
6. Akta Tukar Menukar dari PPAT 
7. Ijin Pemindahan Hak apabila di 

dalam sertipikat/keputusannya 
dicantumkan tanda yang menyatakan 
bahwa hak tersebut hanya boleh 
dipindahtangankan jika telah 
diperoleh ijin dari instansi yang 
berwenang 

8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan 
yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket 

9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan 
bukti SSP/PPH untuk perolehan 
tanah lebih dari 60 Juta Rupiah  

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

5 (lima) hari Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 
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d. Peralihan Hak- Hibah 

 DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960  
2. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000  
3. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996  
4. PP No. 24/1997  
5. PP No. 37/1998 
6. PP No. 13/2010  
7. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
8. Peraturan KBPN RI 

No. 1/2006 
9. SE KBPN No. 600-

1900 tanggal 31 
Juli 2003 

 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas 

pemohon/pemegang dan penerima 
hak (KTP, KK) serta kuasa apabila 
dikuasakan, yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket 

4. Sertipikat asli 
5. Akta Hibah dari PPAT 
6. Ijin Pemindahan Hak apabila di 

dalam sertipikat/keputusannya 
dicantumkan tanda yang menyatakan 
bahwa hak tersebut hanya boleh 
dipindahtangankan jika telah 
diperoleh ijin dari instansi yang 
berwenang 

7. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan 
yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket 

8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan 
bukti SSP/PPH untuk perolehan 
tanah lebih dari 60 Juta Rupiah 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

5 (lima) hari Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 
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e. Peralihan Hak – Pembagian Hak Bersama 

 DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960  
2. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000  
3. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996  
4. PP No. 24/1997  
5. PP No. 37/1998  
6. PP No. 13/2010  
7. PMNA/KBPN  

No. 3/1997  
8. Peraturan KBPN RI 

No. 1/2006 
9. SE KBPN No. 600-

1900 tanggal 31 
Juli 2003 

10. SE KBPN RI No. 
1219-340.3.D.II 
tanggal 28 April 
2009 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas 

pemohon/pemegang dan penerima 
hak (KTP, KK) serta kuasa apabila 
dikuasakan, yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket 

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket, bagi badan hukum 

5. Sertipikat asli 
6. Akta Pembagian Hak Bersama dari 

PPAT. 
7. Ijin Pemindahan Hak apabila di 

dalam sertipikat/keputusannya 
dicantumkan tanda yang menyatakan 
bahwa hak tersebut hanya boleh 
dipindahtangankan jika telah 
diperoleh ijin dari instansi yang 
berwenang 

8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan 
yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket 

9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti 
SSP/PPH untuk perolehan tanah 
lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar 
uang pemasukan (pada saat 
pendaftaran hak) 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

5 (lima) hari Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 
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f. Peralihan Hak – Lelang 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960  
2. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000  
3. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996  
4. PP No. 24/1997  
5. PP No. 13/2010  
6. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
7. SE KBPN No. 600-

1900 tanggal 31 
Juli 2003 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas 

pemohon/pemegang dan penerima 
hak (KTP, KK) serta kuasa apabila 
dikuasakan, yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket 

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket, bagi badan hukum 

5. Sertipikat asli 
6. Risalah Lelang 
7. Penyerahan Bukti Pelunasan Lelang 
8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan 

yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket dan penyerahan 
bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH 
dan bukti bayar uang pemasukan 
(pada saat pendaftaran hak) 

9. Putusan pengadilan yang telah 
memiliki kekuatan hukum yang tetap 
(Inkracht) 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

5 (lima) hari Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 
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g. Peralihan Hak – Pemasukan Ke Dalam Perusahaan/Inbreng 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 21/1997 jo. 

UU 20/2000 
3. UU No. 40/2007 
4. PP No.  24/1997 
5. PP No.  27/1998 
6. PP No. 13/2010 
7. PMNA/KBPN  

No. 3/1997  
8. Peraturan KBPN RI 

No. 1/2006 
9. SE KBPN-600-1900 

tanggal 31 Juli 
2003 
 

1. Formulir permohonan yang sudah diisi 
dan ditandatangani pemohon atau 
kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang 

dan penerima hak (KTP) serta kuasa 
apabila dikuasakan, yang telah 
dicocokkan dengan aslinya oleh petugas 
loket 

4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan 
Badan Hukum yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket 

5. Sertipikat asli 
6. Surat Pengantar dari PPAT 
7. Akta Pemasukan ke dalam perusahaan 

dari PPAT 
8. Ijin Pemindahan Hak, jika: 

a. Pemindahan hak atas tanah atau hak 
milik atas rumah susun yang di dalam 
sertipikatnya dicantumkan tanda yang 
menyatakan bahwa hak tersebut 
hanya boleh dipindahtangankan 
apabila telah diperoleh izin dari 
instansi yang berwenang; 

b. Pemindahan hak pakai atas tanah 
negara 

9. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket, penyerahan bukti SSB 
(BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk 
perolehan tanah 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

5 (lima) hari 

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 
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h. Peralihan Hak – Merger 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU 21/1997 jo. UU 

20/2000 
3. UU No. 40/2007 
4. PP No. 24/1997 
5. PP No. 37/1998 
6. PP No. 13/2010 
7. PMNA/KBPN  

No. 3/1997  
8. Peraturan KBPN RI 

No. 1/2006 
9. SE KBPN-600-1900 

tanggal 31 Juli 
2003 
 

 

 

 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas 

pemohon/pemegang dan penerima 
hak (KTP) serta kuasa apabila 
dikuasakan, yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket 

4. Fotocopy Akta Pendirian, Pengesahan 
Badan Hukum dan Akta 
Penggabungan/Peleburan yang telah 
dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

5. Sertipikat asli 
6. Surat Pengantar dari PPAT 
7. Surat pernyataan yang menyatakan 

bahwa penggabungan/peleburan 
tersebut tidak dalam status likuidasi 

8. Ijin Pemindahan Hak, jika diperlukan 
9. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan 

yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket dan penyerahan 
bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH 
untuk perolehan tanah  

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

5 (lima) hari 

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 
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2. Ganti Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Rumah Susun 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU 21/1997 jo. UU 

20/2000 
3. UU No. 40/2007 
4. PP No. 24/1997 
5. PP No. 13/2010 
6. PMNA/KBPN  

No. 3/1997  
7. SE KBPN-600-1900 

tanggal 31 Juli 
2003 
 

 

 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas 

pemohon/pemegang dan penerima 
hak (KTP, KK) serta kuasa apabila 
dikuasakan, yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket 

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

5. Sertipikat asli 
6. Untuk perorangan yang 

keperdataannya tunduk pada hukum 
perdata dibuktikan dengan penetapan 
Pengadilan atau yang tunduk pada 
hukum adat dibuktikan dengan surat 
pernyataan perubahan nama dari 
yang bersangkutan diketahui Kepala 
Desa/Lurah dan Camat setempat. 

7. Untuk instansi dibuktikan dengan 
keputusan pejabat yang berwenang 
tentang perubahan nama Instansi 
atau untuk Badan Hukum dibuktikan 
dengan akta notaris yang memuat 
perubahan nama dengan pengesahan 
dari pejabat yang berwenang 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

7 (tujuh) hari  

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan 
tanah/bangunan 
dikuasai secara fisik 
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3. Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 40/2007 
3. PP No. 40/1996 
4. PP No. 24/1997 
5. PP No. 13/2010 
6. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
7. PMNA/KBPN  

No. 3/1999 
8. PMNA/KBPN  

No. 9/1999 
 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas 

pemohon/pemegang dan penerima 
hak (KTP, KK)/Kartu Ijin Menetap 
serta kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

5. Sertipikat asli 
6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan 

yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket dan bukti 
Pembayaran Uang Pemasukan 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

Hak Guna Usaha: 

• 30 (tiga puluh) hari 
untuk luas tanah 
tidak lebih dari 200 
Ha 

• 70 (tujuh puluh) 
hari untuk luas 
tanah lebih dari 
200 Ha  

Hak Guna 
Bangunan/Hak 
Pakai: 

• 30 (tiga puluh) hari 
untuk luas tanah 
tidak lebih dari 
2.000 m2 

• 49 (empat puluh 
sembilan) hari 
untuk luas tanah 
lebih dari 2.000 m2 
s.d. 150.000 m2 

• 89 (delapan puluh 
sembilan) hari 
untuk luas tanah 
lebih dari 150.000 
m2  

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah tidak 
sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 

Catatan: 

1. Jangka waktu tidak 
termasuk tenggang 
waktu pemenuhan 
kewajiban pembayaran 
sesuai SK 

2. Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 
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4. Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 16/1985 
3. PP No. 4/1988  
4. PP No. 24/1997 
5. PP No. 13/2010 
6. PMNA/Kepala  

BPN No. 3/1997  
7. SE KBPN-600-1900 

tanggal 31 Juli 2003 
 

1. Formulir permohonan kolektif atas 
nama anggota PPRS (Persatuan 
Penghuni Rumah Susun) yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas para pemohon 

(KTP, KK) dan kuasa apabila 
dikuasakan, yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket 

4. Sertipikat asli HGB (ada di Kantor 
Pertanahan yang bersangkutan) 

5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan 
yang telah dicocokkan dengan 
aslinya oleh petugas loket 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

Perpanjangan Hak 
Guna Bangunan: 

• 30 (tiga puluh) hari 
untuk luasan tidak 
lebih dari 2.000 m2  

• 49 (empat puluh 
sembilan) hari 
untuk luasan lebih 
dari 2.000 m2 
sampai dengan 
150.000 m2   

• 89 (delapan puluh 
sembilan) hari 
untuk jumlah lebih 
dari 150.000 m2   

Pencatatan 
Perpanjangan Hak 
Milik Atas Satuan 
Rumah Susun: 

• 20 (dua puluh) hari 
untuk jumlah tidak 

lebih dari 200 unit 

• 40 (empat puluh) 

hari untuk jumlah 

201 unit s.d 500 

unit  

• 90 (sembilan puluh) 

hari untuk jumlah 

lebih dari 500 unit  

Jangka waktu 
perpanjangan Hak Milik 
Satuan Rumah Susun 
meliputi jangka waktu 
Perpanjangan Hak Guna 
Bangunan sebagai tanah 
bersama dan Pencatatan 
Perpanjangan pada buku 
tanah dan sertipikat Hak 
Milik Satuan Rumah 
Susun 
 
Catatan: 
Jangka waktu tidak 

termasuk waktu yang 

diperlukan untuk 

pengiriman 

berkas/dokumen dari 

Kantah ke Kanwil dan 

BPN RI maupun 

sebaliknya 

 

 

 

 

 



- 39 - 

5. Pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dan Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan 

a. Hak Guna Bangunan 

1) Hak Guna Bangunan Perorangan 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
3. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
4. PP No. 40/1996 
5. PP No. 24/1997 
6. PP No. 13/2010 
7. KEPPRES No. 

32/1979 
8. PMNA No. 3/1997 
9. PMNA/KBPN No. 

3/1999  
10. PMNA/KBPN No. 

9/1999 
11. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
12. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
13. Peraturan KBPN RI 

No. 7/2007 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak  
5. Surat pernyataan pemohon mengenai 

jumlah bidang dan status tanah-
tanah yang telah dimiliki 

6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 
yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket, penyerahan bukti 
SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak) 

7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

• 38 (tiga puluh 
delapan) hari untuk 
luasan tidak lebih 
dari 2.000 m2  

• 57 (lima puluh 
tujuh) hari untuk 
luasan lebih dari 
2.000 m2 sampai 
dengan 150.000 m2   

• 97 (sembilan puluh 
tujuh) hari untuk 
luasan lebih dari 
150.000 m2  

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 

Catatan: 
Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 
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2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 11/1992 
3. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
4. UU No. 25/2007 
5. UU No. 40/2007 
6. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
7. PP No. 40/1996 
8. PP No. 24/1997 
9. PP No. 13/2010 
10. KEPPRES No. 

32/1979 
11. PMNA/KBPN No. 

3/1997 
12. PMNA/KBPN No. 

2/1999 
13. PMNA/KBPN No. 

3/1999 
14. PMNA/KBPN No. 

9/1999 
15. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
16. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
17. Peraturan KBPN RI 

No. 7/2007 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, 
Akta Pendirian dan Pengesahan 
Badan Hukum yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket 

5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin 
Penunjukan Penggunaan Tanah  

6. Proposal/Rencana Pengusahaan 
Tanah 

7. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 
yang telah dicocokkan dengan 
aslinya oleh petugas loket, 
penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan 
bukti bayar uang pemasukan (pada 
saat pendaftaran hak) 

8. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan  

 
 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

• 38 (tiga puluh 
delapan) hari untuk 
luasan tidak lebih 
dari 2.000 m2  

• 57 (lima puluh 
tujuh) hari untuk 
luasan lebih dari 
2.000 m2 sampai 
dengan 150.000 m2   

• 97 (sembilan puluh 
tujuh) hari untuk 
luasan lebih dari 
150.000 m2  

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 

Catatan: 
Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 
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b. Hak Pakai 

1) Hak Pakai Perorangan WNI 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
3. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
4. PP No. 40/1996 
5. PP No. 24/1997 
6. PP No. 13/2010 
7. KEPPRES No. 

32/1979 
8. PMNA/KBPN No. 

3/1997 
9. PMNA/KBPN No. 

3/1999 
10. PMNA/KBPN No. 

9/1999 
11. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
12. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
13. Peraturan KBPN RI 

No. 7/2007 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak  
5. Surat pernyataan pemohon mengenai 

jumlah bidang dan status tanah-
tanah yang telah dimiliki 

6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 
yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket, penyerahan bukti 
SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak) 

7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan  

 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

• 38 (tiga puluh 
delapan) hari untuk: 

- Tanah pertanian 
yang luasnya 
tidak lebih dari 
2 Ha 

- Tanah non 
pertanian yang 
luasnya tidak 
lebih dari 
2.000 m2 (kecuali 
mengenai tanah 
bekas Hak Guna 
Usaha) 

• 57 (lima puluh 
tujuh) hari untuk:  

- Tanah pertanian 
yang luasnya 
lebih dari 2 Ha 

- Tanah non 
pertanian yang 
luasnya lebih dari 
2.000 m2 s.d. 
150.000 m2 

• 97 (sembilan puluh 
tujuh) hari tanah 
non pertanian untuk 
luasan lebih dari 
150.000 m2 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah tidak 
sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 

Catatan: 
Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 
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2) Hak Pakai Perorangan WNA 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No.16/1985 
3. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
4. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
5. PP No. 40/1996 
6. PP No. 41/1996 
7. PP No. 24/1997 
8. PP No. 13/2010 
9. PMNA/KBPN No. 

7/1996 
10. PMNA/KBPN No. 

3/1997 
11. PMNA/KBPN No. 

3/1999 
12.  PMNA/KBPN No. 

9/1999 
13. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
14. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
15. Peraturan KBPN RI 

No. 7/2007 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Fotocopy identitas pemohon dan 
kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin 
Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap 
(KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor 
Imigrasi, yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket 

3. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak  
5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 

yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket, penyerahan bukti 
SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak) 

6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan  

 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

• 38 (tiga puluh 
delapan) hari untuk 
luasan tidak lebih 
dari 2.000 m2  

• 57 (lima puluh 
tujuh) hari untuk 
luasan lebih dari 
2.000 m2 sampai 
dengan 150.000 m2   

• 97 (sembilan puluh 
tujuh) hari untuk 
luasan lebih dari 
150.000 m2  

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 

Catatan: 
1. Hak Pakai ini khusus 

diberikan untuk rumah 
tinggal/hunian. 

2. Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 
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3) Hak Pakai Badan Hukum Indonesia 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
3. UU No. 40/2007 
4. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
5. PP No. 40/1996 
6. PP No. 24/1997 
7. PP No. 13/2010 
8. KEPPRES No. 

32/1979 
9. PMNA/KBPN No. 

21/1994 
10. PMNA/KBPN No. 

3/1997 
11. PMNA/KBPN No. 

3/1999  
12. PMNA/KBPN No. 

9/1999 
13. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
14. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
15. Peraturan KBPN RI 

No. 7/2007 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, 
Akta Pendirian dan Pengesahan 
Badan Hukum yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket 

5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin 
Penunjukan Penggunaan Tanah  

6. Bukti perolehan tanah/Alas Hak  
7. Proposal/Rencana Pengusahaan 

Tanah 
8. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 

yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket, penyerahan bukti 
SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak) 

9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan  

 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

• 38 (tiga puluh 
delapan) hari untuk: 

- Tanah pertanian 
yang luasnya 
tidak lebih dari 
2 Ha 

- Tanah non 
pertanian yang 
luasnya tidak 
lebih dari 
2.000 m2 (kecuali 
mengenai tanah 
bekas Hak Guna 
Usaha) 

• 57 (lima puluh 
tujuh) hari untuk:  

- Tanah pertanian 
yang luasnya 
lebih dari 2 Ha 

- Tanah non 
pertanian yang 
luasnya lebih dari 
2.000 m2 s.d. 
150.000 m2 

• 97 (sembilan puluh 
tujuh) hari tanah 
non pertanian untuk 
luasan lebih dari 
150.000 m2   

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 

Catatan: 
Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 
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4) Hak Pakai Badan Hukum Asing 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
3. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
4. PP No. 40/1996 
5. PP No. 41/1996 
6. PP No. 24/1997 
7. PP No. 13/2010 
8. PMNA/KBPN No. 

3/1997 
9. PMNA/KBPN No. 

3/1999  
10. PMNA/KBPN No. 

9/1999 
11. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
12. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
13. Peraturan KBPN RI 

No. 7/2007 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon dan 

kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin 
Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap 
(KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor 
Imigrasi, yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket 

4. Surat Keterangan Berkedudukan di 
Indonesia  

5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin 
Penunjukan Penggunaan Tanah  

6. Fotocopy Akte Pendirian Badan 
Hukum dari Notaris dan Pengesahan 
Badan Hukum yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket 

7. Bukti perolehan tanah/Alas Hak  
8. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 

yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket, penyerahan bukti 
SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak) 

9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan  

 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

• 38 (tiga puluh 
delapan) hari untuk: 

- Tanah pertanian 
yang luasnya 
tidak lebih dari 
2 Ha 

- Tanah non 
pertanian yang 
luasnya tidak 
lebih dari 
2.000 m2 (kecuali 
mengenai tanah 
bekas Hak Guna 
Usaha) 

• 57 (lima puluh 
tujuh) hari untuk:  

- Tanah pertanian 
yang luasnya 
lebih dari 2 Ha 

- Tanah non 
pertanian yang 
luasnya lebih dari 
2.000 m2 s.d. 
150.000 m2 

• 97 (sembilan puluh 
tujuh) hari tanah 
non pertanian untuk 
luasan lebih dari 
150.000 m2   

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 

Catatan: 
Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 
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5) Hak Pakai Pemerintah Asing 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
3. UU No. 1/2004 
4. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
5. PP No. 40/1996 
6. PP No. 24/1997 
7. PP No. 6/2006 jo. PP 

No. 38/2008 
8. PP No. 13/2010 
9. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
10. PMNA/KBPN  

No. 3/1999  
11. PMNA/KBPN  

No. 9/1999 
12. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
13. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
14. Peraturan KBPN RI 

No. 7/2007 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon dan 

kuasa apabila dikuasakan, yang telah 
dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

4. Surat Rekomendasi dari Departemen 
Luar Negeri 

5. Bukti perolehan tanah/Alas Hak  
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 

yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket 

7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan  

 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

• 38 (tiga puluh 
delapan) hari untuk 
luasan tidak lebih 
dari 2.000 m2  

• 57 (lima puluh 
tujuh) hari untuk 
luasan lebih dari 
2.000 m2 sampai 
dengan 150.000 m2   

• 97 (sembilan puluh 
tujuh) hari untuk 
luasan lebih dari 
150.000 m2  

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 

Catatan: 
Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 
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c. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan  

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
3. UU No. 1/2004 
4. PP No. 40/1996 
5. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
6. PP No. 24/1997 
7. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1999 
8. PP No. 6/2006 jo. PP 

No. 38/2008 
9. PP No. 13/2010 
10. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
11. PMNA/KBPN  

No. 1/1998 
12. PMNA/KBPN  

No. 2/1998 
13. PMNA/KBPN  

No. 3/1999  
14. PMNA/KBPN  

No. 9/1999 
15. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
16. Peraturan KBPN RI 

No. 7/2007 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, 
Akta Pendirian dan Pengesahan 
Badan Hukum yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket 

5. Akta Perjanjian penyerahan dan 
penggunaan tanah antara pemegang 
HPL dengan pihak ketiga yang dibuat 
dihadapan Notaris 

6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 
yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket dan penyerahan 
bukti SSB (BPHTB) 

7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan  

 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

38 (tiga puluh 

delapan) hari 

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 

Catatan: 
Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 
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6. Pembaruan Hak Guna Usaha 

a. Hak Guna Usaha Perorangan 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 28/1956 
2. UU No. 29/1956 
3. UU No. 5/1960 
4. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
5. UU No. 40/2007 
6. PP No. 40/1996 
7. PP No. 24/1997 
8. PP No. 13/2010 
9. KEPPRES No. 

32/1979 
10. PMNA/KBPN No. 

3/1997 
11. PMNA/KBPN No. 

3/1999 
12. PMNA/KBPN No. 

9/1999 
13. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
14. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
15. Peraturan KBPN RI 

No. 7/2007 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 
5. Proposal rencana penggunaan dan 

pemanfaatan tanah 
6. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan 

yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket, penyerahan bukti 
SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak) 

 

 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

38 (tiga puluh 

delapan) hari 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 
Catatan: 
Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
sebaliknya 
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b. Hak Guna Usaha Badan Hukum 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 28/1956 
2. UU No. 29/1956 
3. UU No. 5/1960 
4. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
5. UU No. 25/2007  
6. UU No. 40/2007 
7. PP No. 40/1996 
8. PP No. 24/1997 
9. PP No. 13/2010 
10. PMNA/KBPN No. 

3/1997 
11. PMNA/KBPN No. 

2/1999 
12. PMNA/KBPN No. 

3/1999  
13. PMNA/KBPN No. 

9/1999 
14. Peraturan KBPN RI 

No. 3/2006 
15. Peraturan KBPN RI 

No. 4/2006 
16. Peraturan KBPN RI 

No. 7/2007 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan 

kuasa apabila dikuasakan, yang telah 
dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, 
Akta Pendirian, Pengesahan Badan 
Hukum dan bukti pengumuman 
dalam Lembaran Negara yang telah 
dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin 
Penunjukan Penggunaan Tanah  

6. Bukti perolehan tanah/Alas Hak dari 
pemilik/penggarap tanah atau 
pemegang aset tanah/sk pelepasan 
kawasan hutan 

7. Proposal/Rencana Pengusahaan 
Tanah jangka pendek dan jangka 
panjang 

8. Ijin usaha dari instansi teknis 
9. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 

yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket, penyerahan bukti 
SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak) 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

•••• 38 (tiga puluh 
delapan) hari, 

untuk luasan tidak 

lebih dari 200 Ha 

•••• 78 (tujuh puluh 
delapan) hari: 

untuk luasan lebih 

dari 200 Ha s.d. 

1.000 Ha 

•••• 93 (sembilan puluh 

tiga) hari: untuk 

luasan lebih dari 

1.000 Ha s.d. 3.000 

Ha 

•••• 108 (seratus 
delapan) hari: 

untuk luasan lebih 

dari 3.000 Ha s.d. 

6.000 Ha 

•••• 123 (seratus dua 
puluh tiga) hari: 

untuk luasan lebih 

dari 6.000 Ha s.d. 

9.000 Ha 

•••• 138 (seratus tiga 
puluh delapan) 

hari: untuk luasan 

lebih dari 9.000 Ha 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

 
 
Catatan: 
Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
BPN RI maupun 
sebaliknya 
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7.  Wakaf dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 21/1997 jo. 

UU 20/2000 
3. UU No. 41/2004 
4. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
5. PP No. 24/1997 
6. PP No. 42/2006 
7. PP No. 13/2010 
8. PMNA/Kepala BPN 

No. 3/1997  
9. Keputusan Bersama 

Menteri Negara 
Agama RI dan BPN 
No.422/2004, 
tanggal 19 Oktober 
2004 No.3/SKB/ 
BPN/2004 

10. SE KBPN-600-1900 
tanggal 31 Juli  
2003 

11. SE KBPN No.500-
049 tanggal 6 
Januari 2005 

 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon/Nadzir 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

4. Akta Ikrar Wakaf 
5. Sertipikat asli 
6. Surat Pengesahan Nadzir 
7. Fotocopy identitas Wakif yang telah 

dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

8. Pernyataan tenggang waktu wakaf 
9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 

dengan ketentuan  

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

5 (lima) hari  

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 
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8. Perubahan Hak Atas Tanah 

Dasar Hukum Persyaratan Biaya Waktu Keterangan 

1. PP No. 24/1997 
2. PP No. 13/2010 
3. PMNA/KBPN  

No. 21/1994 
4. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
5. PMNA/KBPN  

No. 9/1997 
6. PMNA/KBPN  

No. 15/1997 
7. PMNA/KBPN  

No. 16/1997 
8. PMNA/KBPN  

No. 4/1998 
9. PMNA/KBPN  

No. 6/1998 
10. PMNA/KBPN  

No. 8/1998 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

4. Surat Persetujuan dari kreditor (jika 
dibebani hak tanggungan) 

5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan 
yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket 

6. Penyerahan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak) 

7. Sertipikat HM/HGB/HP 
8. IMB/surat keterangan Kepala 

Desa/Lurah bagi perubahan hak dari 
HGB/HP menjadi HM untuk rumah 
tinggal dengan luas sampai dengan 
600 m2 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

5 (lima) hari Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

5. Pernyataan menguasai 
tanah tidak lebih dari 
5 bidang untuk 
permohonan rumah 
tinggal 
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9. Pemecahan/Penggabungan/Pemisahan Hak 

a. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Perorangan 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. PP No. 48/1994 jo. 

PP No. 79/1996 
3. PP No. 24/1997 
4. PP No. 13/2010 
5. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
6. SE KBPN No. 600-

1900 tanggal 31 Juli 
2003 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

4. Sertipikat asli 
5. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, 

apabila terjadi perubahan 
penggunaan tanah 

6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai 
dengan ketentuan  

7. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan  
 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

15 (lima belas) hari  

 

 

• Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

5. Alasan pemecahan 
 

• Jangka waktu 15 (lima 
belas) hari untuk 
pemecahan/pemisahan 
sampai dengan 5 
bidang 

• Pemecahan/pemisahan 
tanah perorangan lebih 
dari 5 bidang hanya 
untuk pewarisan dan 
waktu penyelesaiannya 
disesuaikan  
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b. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Badan Hukum 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. PP No. 24/1997 
3. PP No. 13/2010 
4. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
5. SE KBPN No. 600-

1900 tanggal 31 Juli 
2003 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

5. Sertipikat asli 
6. Rencana Tapak/Site Plan dari 

Pemerintah Kabupaten/Kota 
setempat 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

15 (lima belas) hari  

 

• Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik  

5. Alasan pemecahan 

• Jangka waktu 15 (lima 
belas) hari untuk 
Pemecahan/Pemisahan 
sampai dengan 5 
bidang 

• Pemecahan/pemisahan 
lebih dari 5 bidang 
waktu penyelesaian 
disesuaikan 
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c. Penggabungan Bidang Tanah Perorangan 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. PP No. 24/1997 
3. PP No. 13/2010 
4. PMNA/KBPN  
No. 3/1997 

5. SE KBPN No. 600-
1900 tanggal 31 Juli 
2003 

 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

4. Sertipikat asli 
 

 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

15 (lima belas) hari  

 

• Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara 
fisik 

5. Alasan 
Penggabungan 

• Jangka waktu 15 (lima 
belas) hari untuk 

penggabungan sampai 

dengan 5 bidang 

• Penggabungan lebih 
dari 5 bidang waktu 

penyelesaian 

disesuaikan 

• Diperlukan 
pengukuran apabila: 

1. Sertipikat belum  
dilampiri gambar 
situasi 

2. Terjadi perubahan 
tanda batas 
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d. Penggabungan Bidang Tanah Badan Hukum 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. PP No. 24/1997 
3. PP No. 13/2010 
4. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
5. SE KBPN No. 600-

1900 tanggal 31 Juli 
2003 

 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket 

5. Sertipikat asli 
 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

15 (lima belas) hari  

 

• Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

5. Alasan 
Penggabungan 

• Jangka waktu 15 (lima 
belas) hari untuk 

penggabungan sampai 

dengan 5 bidang 

• Penggabungan lebih 
dari 5 bidang waktu 

penyelesaian 

disesuaikan 

• Diperlukan 
pengukuran apabila: 

1. Sertipikat belum  
dilampiri gambar 
situasi 

2. Terjadi perubahan 
tanda batas 
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10. Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Rumah Susun, dan Hak Tanggungan 

a. Karena Blanko Lama 

Dasar Hukum Persyaratan Biaya Waktu Keterangan 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 16/1985 
3. UU No. 4/1996 
4. PP No. 24/1997 
5. PP No. 13/2010 
6. PMNA/ 

KBPN No. 3/1997  
7. SE KBPN-600-1900 

tanggal 31 Juli 2003 
 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket, bagi badan hukum 

5. Sertipikat asli  

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

19 (sembilan belas) 

hari 

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon  

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa  

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 
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b. Karena Hilang 

Dasar Hukum Persyaratan Biaya Waktu Keterangan 

1. UU No. 5/1960 
2. PP No. 24/1997 
3. PP No. 13/2010 
4. PMNA/KBPN  
No. 3/1997  

5. SE KBPN-600-1900 
tanggal 31 Juli 2003 
 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket, bagi badan hukum 

5. Fotocopy sertipikat (jika ada) 
6. Surat Pernyataan dibawah sumpah 

oleh pemegang hak/yang 
menghilangkan  

7. Surat tanda lapor kehilangan dari 
Kepolisian setempat 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

40 (empat puluh) 

hari 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa dan 
tanpa perubahan fisik 

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 

5. Pengumuman di surat 
kabar  
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c. Karena Rusak 

Dasar Hukum Persyaratan Biaya Waktu Keterangan 

1. UU No. 5/1960 
2. PP No. 24/1997 
3. PP No. 13/2010 
4. PMNA/KBPN  

No. 3/1997  
5. SE KBPN-600-1900 

tanggal 31Juli 2003 
 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket, bagi badan hukum 

5. Sertipikat asli 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

19 (sembilan belas) 

hari 

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa  

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 
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11. Hak Tanggungan 

a. Pendaftaran Hak Tanggungan 

 DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960  
2. UU No. 4/1996  
3. PP No. 24/1997  
4. PP No. 13/2010  
5. PMNA/KBPN  

No. 3/1997  
6. SE KBPN No. 600-

1900 tanggal 31 
Juli 2003 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket, bagi badan hukum 

5. Sertipikat asli 
6. Akta Pemberian Hak Tanggungan 

(APHT)  
7. Salinan APHT yang sudah diparaf 

oleh PPAT yang bersangkutan untuk 
disahkan sebagai salinan oleh Kepala 
Kantor untuk pembuatan sertipikat 
Hak Tanggungan  

8. Fotocopy KTP pemberi HT (debitur) 
atau Akta Pendirian Badan Hukum, 
penerima HT (Kreditur) dan/atau 
kuasanya yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket  

9. Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan (SKMHT) apabila 
Pemberian Hak Tanggungan melalui 
Kuasa 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

Hari ketujuh Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa  

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 
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b. Penghapusan Hak Tanggungan/Roya 

 DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960  
2. UU No. 4/1996  
3. PP No. 24/1997  
4. PP No. 13/2010  
5. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
6. SE KBPN No. 600-

1900 tanggal 31 
Juli 2003 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket, bagi badan hukum 

5. Sertipikat tanah dan Sertipikat Hak 
Tanggungan dan/atau konsen roya 
jika sertipikat Hak Tanggungan 
hilang 

6. Surat Roya/Keterangan 
Lunas/Pelunasan Hutang dari 
Kreditur  

7. Fotocopy KTP pemberi HT (debitur), 
penerima HT (Kreditur) dan/atau 
kuasanya yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket  

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

5 (lima) hari  Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 
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c. Peralihan Hak Tanggungan/Cessie  

 DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 4/1996 
3. UU No. 21/1997 jo. 

UU No. 20/2000 
4. PP No. 24/1997 
5. PP No. 13/2010 
6. PMNA/KBPN  

No. 3/1997  
7. SE KBPN-600-1900 

tanggal 31 Juli 
2003 
 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket, bagi badan hukum 

5. Surat Pengantar dari PPAT 
6. Sertipikat asli (Hak Tanggungan dan 

Hak Atas Tanah) 
7. Surat tanda bukti peralihan 

(beralihnya piutang) berupa : 
- Akta Cessie atau akta otentik yang 
menyatakan adanya cessie 
tersebut, atau; 

-  Bukti pewarisan 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

Hari ketujuh 

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa  

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 
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d. Subrogasi (Perubahan Kreditur) 

 DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 4/1996 
3. UU No. 40/2007 
4. PP No. 24/1997 
5. PP No. 37/1998 
6. PP No. 13/2010 
7. PMNA/KBPN  

No. 3/1997  
8. Peraturan KBPN RI 

No. 1/2006 
9. SE KBPN-600-1900 

tanggal 31 Juli 
2003 
 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket, bagi badan hukum 

5. Surat Pengantar dari PPAT 
6. Sertipikat asli 
7. APHT (Akta Pemberian Hak 

Tanggungan) 
8. Surat tanda bukti peralihan 

(beralihnya piutang) berupa : 
- Akta Subrogasi, atau akta otentik 
yang menyatakan adanya Subrogasi 

- Bukti pewarisan 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

Hari ketujuh 

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa  

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 
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III. PELAYANAN PENCATATAN DAN INFORMASI PERTANAHAN 

1. Pencatatan  

a. Blokir  

 DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. PP No. 24/1997 
3. PP No. 13/2010 
4. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
5. SE KBPN No. 600-

1900 tanggal 31 Juli 
2003 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dengan disertai alasan 
pemblokiran dan/atau salinan surat 
gugatan dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket, bagi badan hukum 

5. Dokumen pendukung pemblokiran 
(permintaan Peradilan dan/atau 
permintaan aparat penegak hukum, 
perorangan atau badan hukum yang 
menunjukkan bukti kepemilikan 
berupa Sertipikat asli dan/atau bukti 
kepemilikan lainnya) 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

1 (satu) hari 

 

• Formulir permohonan 

memuat: 

1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Alasan pemblokiran 
 

• Dicatat dengan tinta 
hitam, dibubuhi paraf 

dan tanggal 
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b. Sita  

 DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. PP No. 24/1997 
3. PP No. 13/2010 
4. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
5. SE KBPN No. 600-

1900 tanggal 31 Juli 
2003 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup  

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket, bagi badan hukum 

5. Surat Permintaan dari Pengadilan, 
Kejaksaan, Kepolisian, Komisi 
Pemberantasan Korupsi, Kantor 
Pelayanan Pajak, atau Kantor Lelang 

6. Berita Acara Penetapan Sita Jaminan 
dari Pengadilan 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

1 (satu) hari 

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

 

 



- 64 - 

c. Pengangkatan Sita 

Dasar Hukum Persyaratan Biaya Waktu Keterangan 

1. UU No. 5/1960 
2. PP No. 24/1997 
3. PP No. 13/2010 
4. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
5. SE KBPN-600-1900 

tanggal 31 Juli 200
  

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup  

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket, bagi badan hukum 

5. Salinan resmi Berita Acara   
Pengangkatan Sita dari lembaga 
peradilan 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

3 (tiga) hari Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 
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2. Informasi Pertanahan 

a. Pengecekan Sertipikat 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960  
2. PP No. 24/1997  
3. PP No. 13/2010  
4. PMNA/KBPN  

No. 3/1997  
5. Instruksi Menteri 

Negara 
Agraria/KBPN No. 
3/1998  

6. SE KBPN No. 600-
1900 tanggal 31 
Juli 2003 

 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya  

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP) 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat 
HMSRS  

5. Surat pengantar dari PPAT untuk 
kegiatan peralihan/pembebanan hak 
dengan akta PPAT  

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

1 (satu) hari Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 
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b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 

 DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. PP No. 24/1997 
3. PP No. 13/2010 
4. PMNA/KBPN  

No. 3/1997  
5. SE KBPN-600-1900 

tanggal 31 Juli 
2003 
 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya  

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP) 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Bukti hubungan hukum antara 
subjek dan objek hak 
 
 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

4 (empat) hari 
 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 
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c. Informasi Titik Dasar Teknik  

 DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. PP No. 24/1997 
3. PP No. 13/2010 
4. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
 

1. Formulir permohonan dengan 
mengisikan data yang diminta dan 
ditandatangani pemohon atau 
kuasanya  

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon dan 

kuasa apabila dikuasakan, yang telah 
dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

 
 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

3 (tiga) hari 

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Alasan permintaan 

informasi 
 



- 68 - 

d. Informasi Peta  

 DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. PP No. 24/1997 
3. PP No. 16/2004 
4. PP No. 13/2010 
5. PMNA/KBPN  

No. 1/1997 
6. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
 

1. Formulir permohonan dengan 
mengisikan data yang diminta dan 
ditandatangani pemohon atau 
kuasanya  

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon dan 

kuasa apabila dikuasakan, yang telah 
dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

 
 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

3 (tiga) hari 

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Alasan permintaan 

informasi 
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IV. PELAYANAN PENGUKURAN BIDANG TANAH 

1. Pengukuran Bidang Tanah 

 
a. Pengukuran Bidang Tanah untuk Keperluan Pengembalian Batas 

 DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. PP No. 24/1997 
3. PP No. 13/2010 
4. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup  

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket bagi Badan Hukum 

5. Fotocopy Sertipikat yang telah 
dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

• 12 (dua belas) hari 
untuk luasan tidak 

lebih dari 40 Ha 

• 30 (tiga puluh) hari 
untuk luasan lebih 

dari 40 Ha 

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan telah  
memasang tanda 
batas 
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b. Pengukuran dalam rangka Kegiatan Inventarisasi/Pengadaan Tanah  

 DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. PP No. 24/1997 
3. PP No. 13/2010 
4. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup  

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket bagi Badan Hukum 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

18 (delapan belas) 

hari 

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan telah  
memasang tanda 
batas 
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c. Pengukuran atas Permintaan Instansi dan/atau Masyarakat untuk mengetahui luas tanah 

 DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. PP No. 24/1997 
3. PP No. 13/2010 
4. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup  

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket bagi Badan Hukum 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

18 (delapan belas) 

hari 

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan telah  
memasang tanda 
batas 
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d. Pengukuran Bidang Tanah dalam rangka Pembuatan Peta Situasi Lengkap (Topografi) 

 DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. PP No. 24/1997 
3. PP No. 13/2010 
4. PMNA/KBPN  

No. 3/1997 
 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup  

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket bagi Badan Hukum 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

18 (delapan belas) 

hari 

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan telah  
memasang tanda 
batas 
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V. PELAYANAN PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN 

1. Konsolidasi Tanah Swadaya 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. PP No. 38/2007 
3. PP No. 13/2010 
4. Peraturan KBPN  

No. 4/1991 
5. PMNA/KBPN  

No. 3/1999 
6. Keputusan KBPN  

No. 3/2003 
7. Surat KBPN No. 

410-4245/1991 

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup  

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Bukti penguasaan/pemilikan tanah 
5. Kesepakatan/persetujuan peserta 
6. Sket Lokasi yang dimohon 
7. Pelepasan hak untuk dimohon hak 

kembali 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

210 (dua ratus 

sepuluh) hari 

 

 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

 
Catatan: 
Jangka waktu tidak 
termasuk waktu yang 
diperlukan untuk 
pengiriman 
berkas/dokumen dari 
Kantah ke Kanwil dan 
sebaliknya 
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2. Pertimbangan Teknis  

a. Pertimbangan Teknis Pertanahan 

 DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 26/2007 
3. PP No. 16/2004 
4. PP No. 38/2007 
5. PP No. 13/2010 
6. PMNA/KBPN  

No. 1/1997 
7. PMNA/KBPN  

No. 2/1999 
8. Perda RTRW 

Kab./Kota   

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup  

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy NPWP, Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket bagi Badan Hukum 

5. Proposal rencana kegiatan teknis  
6. Sket lokasi yang dimohon 
7. Fotocopy dasar penguasaan tanah 
8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan 

yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket 

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

14  (empat belas) 

hari 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa  

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 
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b.Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah 

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No.  5/1960 
2. UU No. 26/2007 
3. PP No. 16/2004 
4. PP No. 13/2010 
5. PMNA/KBPN  

No. 1/1997 
6. PMNA/KBPN  

No. 2/1999 
7. Perda RTRW 

Kab./Kota   

1. Formulir permohonan yang sudah 
diisi dan ditandatangani pemohon 
atau kuasanya di atas materai cukup  

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

4. Fotocopy Akta Pendirian dan 
Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket bagi Badan Hukum 

5. Proposal rencana kegiatan teknis 
pada lokasi yang akan 

6. Sket lokasi yang dimohon 
7. Fotocopy sertipikat yang telah 

dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket  

Sesuai 

ketentuan 

Peraturan 

Pemerintah 

tentang jenis 

dan tarif atas 

jenis 

penerimaan 

negara bukan 

pajak yang 

berlaku pada 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

 

14  (empat belas) 

hari 

Formulir permohonan 
memuat: 
1. Identitas diri 
2. Luas, letak dan 

penggunaan tanah 
yang dimohon 

3. Pernyataan tanah 
tidak sengketa  

4. Pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik 
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VI. PENGELOLAAN PENGADUAN 

1. Pengelolaan Pengaduan 

 

 DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN 

1. UU No. 5/1960 
2. UU No. 25/2009 
 

Pengaduan secara tertulis baik yang 
disampaikan melalui loket, kotak 
pengaduan, website 
 

 

Rp. 0,- 5 (lima) hari Jika penyelesaian atas 

pengaduan 

membutuhkan waktu 

lebih dari 5 (lima) hari, 

maka unit kerja terkait 

berkewajiban memberikan 

tanggapan atau jawaban 

terhadap pengaduan yang 

disampaikan 

 

 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

 

 

JOYO WINOTO, Ph.D. 
 



Pembukuan Hak & Penerbitan
SertipikalPenyerahan Sertipikal

56

Pengumuman

4

Pengukuran dan pemeriksaan
tanar

(Pemohon harus hadir:

Penerimaan Pembayaran
Biaya Pengukuran

Pemeriksaan Tanah dan
Pendafiaran Hak

Penerimaan dan Pemeriksaan
Dokumen Permohonan

2 3

LOKET PELAYANAN LOKET PEMBAYARAN
PROSES LAYANAN

LOKETPEMOHON

KANTOR PERTANAHAN

BAGAN ALiR
PROSES KONVERSI, PENGAKUAN DAN PENEGASAN HAKBPNRI.1.1

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 Tahun 2010
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Penyerahan Sertipikat

7

Pembukuan Hak &
Penerbitan Sertipikat

Penerimaan Penc SK
Hak + Bukti Pembayaran

BPHTE:

65b

2 3
Penerimaan dar Penerimaan Pembayarar Pengukuran dan

Pemeriksaan Dokumen Biaya Pengukuran dan pemeriksaan tanar
Permohonan Pemeriksaan Tanah (Pernohon harus hadlr:

Proses Kanwil

Proses Kantah

Pembayaran UF Proses Pusat

5a 4a 4b 4c
Penerimaan Penerbitan Surat Penerbitan Surat Penerbitan SuratPembayaran Pendafiaran Pembayaran UP dar

SKHak Pend SK Hak Keputusan Kantah Keputusan Kanwi Keputusan BPN R

LOKET PEMBAYARANLOKET PELAYANAN
PROSES LAYANAr\

BPN RIKANTOR WILAYAHLOKET

KANTOR PERTANAHAN

BAGAN ALiR
PROSES PEMBERIAN HAK MILlK/HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI/HAK PENGELOLAAN

(Penerbitan dan Pendaftaran SK HAT)

Pembayaran BPHTB

PEMOHON

BPNRI.1.2
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Pembukuan dan Penerbitar
Sertipikat Tanah Wakaf

5

Pengumuman

4

Pengukuran dan pemeriksaan
tanah

(Pemohon harus hadir:

PROSES LAYANAN

Penyerahan Sertipikat Tanah
Wakaf

6

Penerimaan Pembayaran
Biaya Pengukuran

Penyerahan dan Pemeriksaar
Dokumen Permohonan

2 3

LOKET PELAYANAN LOKET PEMBAYARAN

LOKETPEMOHON

KANTOR PERTANAHAN

BAGAN ALiR
PROSES WAKAF DARI TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT

(KONVERSll PENGAKUAN DAN PENEGASAN HAK)

BPNRI.1.3.a
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Penerbitan Sural
Keputusan Kanwil

5

Penyiapan SK

4

KANTOR WILAYAH

Pembukuan dan
Penerbitan Sertipikal

Tanah Wakaf
Penyerahan Sertipikal

67

3
Pengukuran dan

Pemeriksaan Tanah
(Pernohon harus hadlr:

2
Penerimaan Pembayaran

Biaya Pengukuran
Pemeriksaan Tanah dan

Pendaftaran Hak

Penerimaan dar
Pemeriksaan Dokumen

Permohonan

LOKET PEMBAYARANLOKET PELAYANAN
PROSES LAYANAI\

LOKET

KANTOR PERTANAHAN

BAGAN ALiR
PROSESWAKAF DARI TANAH NEGARA (PEMBERIAN HAK TANAH WAKAF)

Penerima Hak

Pemohor

PEMOHON

BPNRI.1.3.b
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Keterangan:
Jangka waktu tidak
mengikat karena
melibatkan pihak
eksterna

Penyiapan dan
Penandatanganan

SK Peta 7

10

Penelitiar Penyiapan
Konsep dan

Penandatanganan
SK Peta 6

7

Penerimaan Permohonan
P3MB I Prk 5

6

BPN RI

Risalah Penaksiran
Harga

9

Perintah Penaksiran
Obyek P3MB I Prk.5

8

Pemeriksaan Panitia
P3MB I Prk.5

5

Penerimaan dar
Pemeriksaan Dokumen

Permohonan

KANTOR WILAYAH

Pendaftaran Hak

12

Pengukuran dan SKPT

3

PROSES LAYANAt\

Penerimaan Pembayaran
Biaya Permohonar

2

LOKET PEMBAYARAN

LOKET

KANTOR PERTANAHAN

BAGAN ALiR
PROSES P3MB I Prk.5

Penyerahan Sertipikal

13

Penerimaan Dokumen
Pendaftaran Hak

11

Penerimaan Berkas
Permohonan

LOKET PELAYANAN

Pembayaran di Bank
Persepsi

PEMOHON

BPNRI.1.4
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Pencatatan
Pembukuan Hak &

Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susur

4

Pembuatan Gambar Denah

PROSES LAYANAt\

Penyerahan Sertipikal

5

Penerimaan Pembayarar
Biaya Pengukuran

Penerimaan dan Pemeriksaan
Dokumen Permohonan

2 3

LOKET PELAYANAN LOKET PEMBAYARAN

LOKETPEMOHON

KANTORPERTANAHAN

BAGAN ALiR
PROSES PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUNBPNRI.1.5
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Penerbitan Surat Keputusan
BPN RI

5b

Pelaksanaan Pengukuran
t.uas > 1 000 Ha

(pemohon harus hadir'

3b

BPN RI

Proses Pusal

Proses Pusal

5a
Penerbitan Surat Keputusan

Kanwi

Proses Kanwil

Pemeriksaan Tanah

4

Pelaksanaan Pengukuran
Luas < 1 000 Ha

(pemohon harus hadlr

3a

Proses Kanwil

Penerimaan Pembayarar
Pengukuran dan Pemeriksaan

Tanah

2

Penerimaan dan Pemeriksaan
Dokumen Permohonan

KANTOR WILAYAH

Penyerahan Sertipikal

8

6a 7
Penerimaan Pendaftaran Pembukuan Hak &
SK Hak + SSB/BPHTB Penerbitan Sertipikat

6b Penerimaan
Pembayaran untuk UP

dan Pendaftaran SK Hak

LOKET PEMBAYARAN
LAYANAN PENGOLAHAN

LOKET

KANTOR PERTANAHAN

BAGAN ALiR
PROSES PEMBERIAN HAK GUNA USAHA
(Penerbitan dan Pendaftaran SK HGU)

LOKET PELAYANAN

Pembayaran BPHTB

PEMOHON

BPNRI.1.6
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Ijin dar
BPN RI

4b

Perlu Ijin Pusat

BPN RI

Pencatatan &
Penerbitan Sertipikat

3

Ijin dari Kantor Wilayah
BPN Provinsi

4a

Perlu Ijin Kanwil

PROSES LAYANAI\
KANTOR WILAYAH

Penerimaan Pembayarar
Biaya Pendaftaran

2

LOKET PEMBAYARAN

LOKET

KANTOR PERTANAHAN

Penyerahan Sertipikat

5

Permohonan
Pemeriksaan Dokumen

Penerimaan dan

LOKET PELAYANAN

PEMOHON

BAGAN ALiR
PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN SATUAN RUMAH SUSUNBPNRI.I1.1
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Penyerahan Sertipikat

4

Pencatatan &
Penerbitan Sertipikat

Penerimaan Pembayaran
Biaya Pendafiaran

Penerimaan dan Pemeriksaan
Dokumen Permohonan

2 3

LOKET PELAYANAN LOKET PEMBAYARAN
PROSES LAYANAN

LOKETPEMOHON

KANTOR PERTANAHAN

BAGAN ALiR
PROSESGANTI NAMA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DAN HAK MILIK ATAS RUMAH SUSUNBPNRI.I1.2
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Penerbitan Surat Keputusan
Perpanjangan Jangka Waktu

4b

BPN RI

Proses Pusal

4a
Penerbitan Surat Keputusan
Perpanjangan Jangka Waktu

Proses Kanwil

Pemeriksaan Tanah
(Konstatasi:

3

Penerimaan Pembayarar
Pemeriksaan Tanah

(Konstatasl:

2

Penerimaan dan Pemeriksaan
Dokumen Permohonan

KANTOR WILAYAH

Penyerahan Sertipikal

7

5a 6
Penerimaan Pendafiaran Pembukuan Hak &

SK Hak Penerbitan Sertipikat

5b Penerimaan
Pembayaran untuk UP

dan Pendafiaran SK Hak

LOKET PEMBAYARANLOKET PELAYANAN
LAYANAN PENGOLAHAN

LOKET

KANTOR PERTANAHAN

BAGAN ALiR
PROSES PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA

PEMOHON

BPNRI.I1.3.a
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Penerbitan Sural
Keputusan Perpanjangan
Jangka Waktu BPN RI

4c

Proses Pusal

BPN RI

Penerbitan Sural
Keputusan Perpanjangan
Jangka Waktu Kanwil

4b

Proses Kanwil

KANTOR WILAYAH

Pendafiaran Hak dan
Penerbitan Sertipikat

5

Penerbitan Surat Keputusan
Perpanjangan Jangka Waktu

Kantah

4a

Proses Kantar

Pemeriksaan Tanah
(Konstatasi:

PROSES LAYANAN

Penyerahan Sertipikal

6

Penerimaan Pembayaran
Biaya Pemeriksaan Tanah

(Konstatasi: dan Pendafiaran
Hak

Penerimaan dan Pemeriksaan
Dokumen Permohonan

2 3

LOKET PELAYANAN LOKET PEMBAYARAN

LOKET

KANTOR PERTANAHAN

BAGAN ALiR
PROSES PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI

PEMOHON

BPNRI.II.3.b
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Penerbitan SK
Perpanjangan Jangka

Waktu Hak

4c

Proses Pusal

BPN RI

Pendaftaran Hak atas
tanah bersama dan

Pendaftaran
Perpanjangan Sertipikat
Hak Milik Atas Satuan

Rumah Susur

5

Penerbitan SK
Perpanjangan Jangka

Waktu Hak

Penerbitan SK
Perpanjangan Jangka

Waktu Hak

4b4a

Proses KanwilProses Kantah

Pemeriksaan Tanah
(Konstatasl'

3

PROSES LAYANAI\
KANWIL

Penerimaan Pembayarar
Biaya Pemeriksaan Tanar

(Konstatasi: dan
Pendaftaran Hak

2

LOKET PEMBAYARAN

LOKET

KANTORPERTANAHAN

Penyerahan Sertipikal

6

Penerimaan dan
Pemeriksaan Dokumen

Permohonan

LOKET PELAYANAN

PEMOHON

BAGAN ALiR
PROSES PERPANJANGAN HAK MILIKATAS SATUAN RUMAH SUSUNBPNRI.II.4

 - 88 - 

 



Penyerahan Sertipikal

Keterangan:
Pemberian Hak Guna Bangunar I
Hak Pakai di atas Hak
Pengelolaan proses pelayanan
hanya di Kantor Pertanahan

7

Pembukuan Hak &
Penerbitan Sertipikal

Penerimaan Penc SK
Hak + Bukti Pembayaran

BPHTI:

65b

2 3
Penerimaan dar Penerimaan Pembayaran Pengukuran dan

Pemeriksaan Dokumen Biaya Pengukuran dan pemeriksaan tanar
Permohonan Pemeriksaan Tanah (Pernohon harus hadir:

Proses Kanwil

Proses Kantah

Pembayaran UP Proses Pusat

5a 4a 4b 4c
Penerimaan Penerbitan Sural Penerbitan Sural Penerbitan SuralPembayaran Pendaftaran Pembayaran UP dar

SKHak Pend SK Hak Keputusan Kantah Keputusan Kanwi Keputusan BPN R

LOKET PEMBAYARANLOKET PELAYANAN
PROSES LAYANAr\

BPN RIKANTOR WILAYAHLOKET

KANTOR PERTANAHAN

BAGAN ALiR
PROSES PEMBARUAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI

OAN
PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI 01ATAS HAK PENGELOLAAN

Pembayaran BPHTI:

PEMOHON

BPNRI.I1.5
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Penerbitan Surat Keputusan
BPN RI

5b

Pelaksanaan Pengukuran
t.uas > 1 000 Ha

(pemohon harus hadir'

3b

BPN RI

Proses Pusal

Proses Pusal

5a
Penerbitan Surat Keputusan

Kanwi

Proses Kanwil

Pemeriksaan Tanah

4

Pelaksanaan Pengukuran
Luas < 1 000 Ha

(pemohon harus hadlr

3a

Proses Kanwil

Penerimaan Pembayarar
Pengukuran dan Pemeriksaan

Tanah

2

Penerimaan dan Pemeriksaan
Dokumen Permohonan

KANTOR WILAYAH

Penyerahan Sertipikal

8

6a 7
Penerimaan Pendaftaran Pembukuan Hak &
SK Hak + SSB/BPHTB Penerbitan Sertipikat

6b Penerimaan
Pembayaran untuk UP

dan Pendaftaran SK Hak

LOKET PEMBAYARAN
LAYANAN PENGOLAHAN

LOKET

KANTOR PERTANAHAN

BAGAN ALiR
PROSES PEMBARUAN HAK GUNA USAHA

LOKET PELAYANAN

Pembayaran BPHTB

PEMOHON

BPNRI.I1.6
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Pencatatan &
Penerbitan Sertipikat Tanar

Wakaf

4

Penyiapan
Sertipikat Tanah Wakaf

PROSES LAYANAN

Penyerahan
Sertipikat Tanah Wakaf

5

Penerimaan Pembayaran
Biaya Pendafiaran

Penerimaan dan
Pemeriksaan Dokumen

Permohonan

2 3

LOKET PELAYANAN LOKET PEMBAYARAN

LOKETPEMOHON

KANTORPERTANAHAN

BAGAN ALiR
PROSESWAKAF DARI TANAH YANG SUDAH BERSERTIPIKATBPNRI.II.7
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Penerbitan Sertipika1

4

Pencatatan dan Pembukuan
Hak

PROSES LAYANAN

Penyerahan Sertipika1

5

Penerimaan Pembayaran
Biaya Pendaftaran

Penerimaan dan Pemeriksaan
Dokumen Permohonan

2 3

LOKET PELAYANAN LOKET PEMBAYARAN

LOKET

KANTOR PERTANAHAN

BAGAN ALiR
PROSES PERUBAHAN HAK ATAS TANAH

PEMOHON

BPNRI.I1.8
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Pembukuan Hak &
Penerbitan Sertipikat

4

Pengukuran
(Pemohon harus hadlr:

PROSES LAYANAN

Penyerahan Sertipikal

5

Penerimaan Pembayaran
Biaya Pendaftaran

Penerimaan dan Pemeriksaan
Dokumen Permohonan

2 3

LOKET PELAYANAN LOKET PEMBAYARAN

LOKETPEMOHON

KANTOR PERTANAHAN

BAGAN ALiR
PROSES PEMECAHAN/PENGGABUNGAN/PEMISAHAN HAK

BPNRI.II.9
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Pencatatan &
Penerbitan Sertipikat

5

Pengumuman
(Khusus untuk sertipikal
pengganti karena hilanc:

4

Pengambilan Sumpah
Pemegang Hak

3

PROSES LAYANAI\

Penyerahan Sertipikal

6

Penerimaan Pembayaran
Biaya Pendaftaran

Penerimaan dan Pemeriksaan
Dokumen Permohonan

2

LOKET PEMBAYARANLOKET PELAYANAN

LOKETPEMOHON

KANTOR PERTANAHAN

BAGAN ALiR
PROSESSERTIPIKAT PENGGANTI HAK ATAS TANAH,

HAK MILIK ATAS RUMAH SUSUN DAN HAK TANGGUNGAN

BPNRI.II.10
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Pencatatan Pembukuan Hak
dan Penerbitan Sertipikal

PROSES LAYANAN

Penyerahan Sertipikal

4

Penerimaan Pembayaran
Biaya Pendafiaran

Penerimaan dan Pemeriksaan
Dokumen Permohonan

2 3
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